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PUTUSAN
NOMOR 467/PDT/2017/PT.DKI
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :
RINALDI NUR RAMLI, Pemegang 25 % (Dua puluh lima prosen) Saham PT.
Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT.
Modular Alkesindo, beralamat Di JI. Joe, Taman Melati
Residence Rt. 002, Rw 006, Blok A No.6, Lenteng Agung,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada:
1.RAHMATSYAH, SH
2.RINALDI, SH
3.MOCHAMAD VEDY GAIS, SH
4. ARIEF RAMDHAN, SH,Mpd
5.VONY SUZANA, S.H.
6.DONO BINTORO SH
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
“ERTIGA Law Firm” advocat, Legal Consultants dan IPR
Consultans berkantor di Gedung Trio, 2"Floor suite 203
Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 E-F , Jakarta
Selatan, dan KH.Agus Salim Nomor 53, Bekasi Timur,
Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. K-
25/RNR-R3/VI/16 tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya
disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;
Melawan
1. PT. MODULAR ALKESINDO, beralamat di Jakarta, Ruko Angsana Park
Blok W JI. Angsana No. 1, Rawajati Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan. untuk selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING | semula TERGUGAT |;
2. AISHA SEAN JURNALIS, selaku Pemegang Saham 75 % (Tujuh puluh
lima prosen) PT. MODULAR ALKESINDO dan Mantan
Komisaris PT. Modular Alkesindo, beralamat di Jl.
Masjid Silaturahim, No.14, Rt.02, Rw 03, Kelurahan

Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa
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Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
Il semula TERGUGAT II;

3. Ir. DIAN SUSILAWATI Msi, selaku mantan Direktur PT. MODULAR
ALKESINDO, beralamat di JI. Masjid Silaturahim, Nomor
14, Rt02, Rw.03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat Untuk
selanjutnya disebut sebagai. TERBANDING Il semula
TERGUGAT IlII;

4, Dr. JOSE RIZAL JURNALIS, swasta, beralamat di JI. Masjid Silaturahim,
Nomor 14, Rt.02, Rw.03 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT
IV;

5. Ir. ACHMAD HANIEF M.M., swasta, beralamat di J.Raya Tengah No.12,
Rt 002, Rw 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur selanjutnya, disebut sebagai
TERBANDING V semula TERGUGAT V;

6. VIDHYA SHAH, S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di J.Mimosa IV F-5,
Buncit Indah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan selanjutnya  disebut  sebagai TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2017
Nomor 467/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 20 April 2017 Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL

dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan tertulis tertanggal 28 Juni
2016, sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor
423/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :
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1. Bahwa PT. MODULAR ALKESINDO (untuk selanjutnya disebut
“TERGUGAT I"), adalah perseroan yang didirikan pada tanggal 01 Februari
2011 berdasarkan Akta Notaris No. 05, yang dibuat dihadapan Periasman
Effendi,S.H. Notaris di Kota Tangerang, yang anggaran dasarnya telah
mendapat persetujuan dan/atau pengesahan Menteri Kehakiman Rl Nomor
: AHU-18069.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 11 April 2011. Bahwa Akta
Pendirian TERGUGAT | telah diubah beberapa kali, yaitu berdasar Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No.02 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat
dihadapan Periasman Effendi,S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan Akta
Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 01
tanggal 4 November 2013 dibuat dihadapan Dirwani Evy Yuswita Harahap,
S.H., Notaris di Jakarta. Bahwa bidang usaha Perseroan yaitu Perdagangan
Alat-alat kesehatan.

2. Bahwa TERGUGAT I didirikan sejak awal didasari keinginan bersama atas
dasar kekeluargaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT V.
PENGGUGAT dan TERGUGAT IV sepakat untuk mendirikan perseroan
yang khusus bergerak dibidang Alat-alat Kesehatan. Akhirnya disepakati
bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV untuk mendirikan PT.
Modular Alkesindo. Namun TERGUGAT IV tidak ingin namanya tercantum
didalam Perseroan tersebut akhirnya ditempatkanlah anak TERGUGAT IV
yaitu TERGUGAT |l selaku Komisaris dan juga sekaligus pemegang saham
75 % dan isti TERGUGAT IV vyaitu TERGUGAT Il selaku Direktur.
Sementara PENGGUGAT diangkat selaku Direktur Utama dan Pemegang
25 % saham. TERGUGAT IV mempercayakan sepenuhnya kepada
PENGGUGAT untuk menjalankan aktivitas perseroan.

3. Bahwa komposisi pemegang saham pada saat Perseroan PT. Modular
Alkesindo didirikan yaitu dengan jumlah saham 250 (Dua ratus lima puluh)
lembar saham atau dengan nominal Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh

juta rupiah) adalah sebagai berikut :

a. PENGGUGAT 63 lembar saham (Rp.63.000.000,-)
b. TERGUGAT II 187 lembar saham (Rp.187.000.000,-)
Adapun Susunan Lengkap Pengurus Perseroan adalah :

A. Direktur Utama : Rinaldi Nur Ramli

B. Direktur . Ir. Dian Susilawati, Msi

C. Komisaris : Aisha Sean Jurnalis

4. Bahwa berdasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02 tanggal 7 Maret
2013 yang dibuat dihadapan Periasman Effendi,S.H., modal disetor
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Perseroan PT. Modular Alkesindo ditingkatkan dari 250 (Dua ratus lima
puluh) lembar saham menjadi 350 (Tiga ratus lima puluh) lembar saham
dengan nilai per lembar saham sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah),
sehingga komposisi kepemilikan saham terakhir sebagai berikut :

A. PENGGUGAT 88 lembar saham (Rp.88.000.000,-)

B. TERGUGAT I 262 lembar saham (Rp.262.000.000,-).

5. Bahwa sejak TERGUGAT | berdiri hingga digantinya PENGGUGAT secara
llegal, PENGGUGAT telah menjalankan fungsinya selaku Direktur Utama
sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa PENGGUGAT menjalankan
tugasnya sesuai dengan amanah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
Perseroan maupun didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Sementara TERGUGAT I selaku KOMISARIS maupun
TERGUGAT Il selaku DIREKTUR TIDAK MENJALANKAN Fungsinya
sesuai dengan ketentuan hukum ;

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 Perseroan
memang tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan, hanya pada tanggal 4
November 2013 Perseroan (TERGUGAT [) pernah mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda perubahan
tempat/kedudukan Perseroan. Adapun selama kurun waktu tersebut diatas
Organ Perseroan lainnya baik Komisaris (TERGUGAT |II) dan Direksi
(TERGUGAT IIl) juga tidak menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Pasal
15 dan Pasal 12 Akta Pendirian PT. Modular Alkesindo termasuk
mengingatkan Direksi (Direktur Utama dan Direktur) untuk mengadakan
RUPS Tahunan disertai dengan pertanggung jawaban keuangan tahunan,
meskipun selama ini penggunaan uang perseroan selalu diketahui dan
terkadang dilaksanakan bersama-sama antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT I, dan diketahui oleh TERGUGAT IV.

TERGUGAT | (Perseroan) telah membuka rekening bersama pada

Beberapa Bank yaitu sebagai berikut :

A. Bank BCA KCP Arkadia a.n PT.Modular  Alkesindo
No.Rek.540.5458800 ;

B. Bank BCA KCP Pejaten a.n Rinaldi Nur Ramli atau Ir.Dian Susilawati,
Msi No.Rekening 718.0231557 (;

C. Bank Bl KCP Simatupang No. Rek 2142003409 atas nama PT.
Modular Alkesindo.

7. Bahwa pada tahun 2014, Perseroan (TERGUGAT |[) atas inisiatif dari

PENGGUGAT pernah membagikan keuntungan perseroan dari penjualan
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Tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). dengan

komposisi pembagian keuntungan sesuai dengan komposisi pemegang

saham yaitu :

A. PENGGUGAT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,-
(Dua puluh lima juta rupiah) ;

B. TERGUGAT Il qg TERGUGAT IV mendapatkan keuntungan sebesar
Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa sejak berdirinya perseroan pada tahun 2011, PENGGUGAT dengan

segala daya upaya menjalankan perseroan walaupun tanpa dibantu oleh
TERGUGAT Il maupun TERGUGAT . Bahwa yang ada didalam pikiran
PENGGUGAT selaku Direktur Utama sejak awal adalah bagaimana
membuat perusahaan yang didirikan bersama dengan TERGUGAT IV ini
menjadi maju dan memperoleh keuntungan yang besar. Bahwa selama
menjalankan perseroan PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN
PINJAMAN UANG (KREDIT) ke Bank. Bahwa hal ini dikarenakan menurut
PENGGUGAT hal tersebut dapat memberatkan cash flow perseroan.
Bahwa PENGGUGAT memiliki jaringan bisnis di bidang penjualan alat
kesehatan khususnya alat kesehatan orthopedic dengan menjadi rekanan
rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia. Tercatat PENGGUGAT telah
berhasil membuat TERGUGAT | (Perseroan) mengadakan Perjanjian
Kerjasama dengan berbagai rumah sakit antara lain :

RS. Zainal Abidin Banda Aceh :

RS. Awal Bros Pekanbaru ;

RS. M Djamil Padang ;

RSU. M Husein Palembang ;

RS Urip Sumoharjo Bandarlampung ;

RSCM Jakarta ;

RS. Fatmawati ;

©mM Mmoo wp»

RS. Siaga Raya Jakarta ;
I.RSPAD Gatot Subroto Jakarta ;
Siloam Hospitals Jakarta ;
RS. Orthopedi Surabaya ;
RS. Telogorejo Semarang ;
RS. Sentosa Bandung ;
RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar ;
RS. Sanglah Bali ;

RS Ulin Banjarmasin ;

Toz=zr R«
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Q. RS Tentara Papua.
R. dan beberapa Rumah Sakit lainnya di seluruh Indonesia.

9. Bahwa sebagai informasi tambahan rata-rata total pendapatan perseroan
setiap bulannya bisa mencapai sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus
juta rupiah) atau lebih sementara pengeluaran bulanan mencapai sebesar
Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
PENGGUGAT telah berhasil mengembangkan dan memajukan Perseroan
(TERGUGAT ) hingga akhirnya berhasil membeli dan memiliki berbagai
macam Asset barang bergerak, barang tidak bergerak, serta memiliki
tagihan piutang, dengan rincian sebagai berikut :

A. Barang-barang bergerak berupa :

1) Kendaraan roda empat merk Toyota Rush, warna Silver Metalik,
Nomor Polisi, B 1250 TZD, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan
No.BPKB 111355759, No.Rangka MHFE2CK2JCK003604 dan
No.Mesin DCU9549;

2) Kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna Silver Metalik,
Nomor Polisi, B 1404 SOM, atas nama Rinaldi Nur Ramli dengan
No.BPKBI-01740137, No.Rangka MHFMIBA3J8K342181 dan
No.Mesin DH98821 ;

3) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2010 warna Hitam Nomor
Polisi, B 3539 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan
No.BPKB, J-02263021 No.Rangka MH1JBC115AK987265 dan
No.Mesin JBC1E1997887;

4) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2011 warna Hitam, Nomor
Polisi, B 3554 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan
No.BPKB, J-02263025 No.Rangka MH1JBE31XBK020953 dan
No.Mesin JBE3E1021056;

5) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2011 warna HIJAU, Nomor
Polisi, B 3108 TLB, atas nama OCTARITA dengan No. BPKB J-
04152291, No.Rangka MH314D205BK326692 dan No.Mesin
14D1326391 ;

6) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2009 warna HITAM, Nomor
Polisi, B 6583 SRM atas nama RINALDI NUR RAMLI dengan
No.BPKB F8441551G, No.Rangka MH314D0029K377663 dan
No.Mesin 14D375115;
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7) Kendaraan roda dua merk Honda warna Hitam Abu-abu, Nomor Polisi
B 3152 TTQ, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB K-
00181465, No.Rangka.MHIJBE313CK147141 dan No.Mesin
JBE3E1145636.

B. Barang Tidak Bergerak berupa :

Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, yang terletak di Komplek

Angsana Park Blok W, Jl.Angsana No.1, Rawajati, Pejaten Timur, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan, dengan No.SHGB 286, Lt 102m Surat Ukur

Nomor : 00105/Pejaten Timur/2013 terdaftar atas nama PT.Modular

Alkesindo (Bukti P-15).

C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak ketiga yaitu :

Tagihan ( Piutang Usaha) kepada Rumah Sakit per 14 April 2016 Rp.

4.255.930.000,- (Empat milyard dua ratus lima puluh lima juta Sembilan
ratus tiga puluh ribu rupiah).

D. Persediaan (Stock) Implants dan Instrument per 14 April 2016 senilai Rp.
6.914.076.000,- (Enam milyard Sembilan ratus empat belas juta tujuh
puluh enam rupiah).

E. Inventaris Kantor sebesar Rp. 175.186.160,- (seratus tujuh puluh lima

juta seratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah terdiri

dari:

1) AC 8 unit x Rp. 4.500.000 = Rp. 36.000.000

2) PC 6 unit x Rp. 3.500.000 = Rp. 21.000.000
3) Printer 3 x Rp. 1.500.000 =Rp. 4.500.000
4) Printer 1 x Rp. 1.200.000 = Rp. 1.200.000
5) Printer 2 x Rp. 1.000.000 = Rp. 2.000.000
6) LG LED TV BLACK + BRACKET = Rp. 3.608.000
7) Accessories Kantor ( Wallpaper dll) = Rp. 16.320.000

8) Mebel (Meja+Lemari+Kursi) = Rp. 23.000.000

9) Peralatan toilet (Wastafel/Closet) = Rp. 10.028.160
10)Peralatan Dapur =Rp. 2.530.000
11)Partisi dan meja karyawan = Rp. 55.000.000

11. Bahwa sementara dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015,
TERGUGAT | memiliki hutang kepada pihak ketiga dan kepada
PENGGUGAT total sebesar Rp.5.015.417.914,- (Lima milyard lima belas
juta empat ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus empat belas rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :
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A. UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION Taiwan sebesar USD
209.394.05 atau jika di konversi rupiah Rp 2.826.819.000,- (Dua
milyard delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan
belas ribu rupiah) ;

B. PENGGUGAT (Rinaldi Nur Ramli) untuk perjalanan dinas dan lain-lain
sebesar Rp.2.054.822.295,- (Dua milyar lima puluh empat juta delapan
ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

C. PT. Sumatera Global Adventure untuk pembelian tiket perjalanan dinas
dari November 2015 - Februari 2016 sebesar Rp.97.133.600,-
(Sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus
rupiah) ;

D. PT. HOGY INDONESIA Sebesar Rp.36.643.019,- (Tiga puluh enam
juta enam ratus empat puluh tiga ribu Sembilan belas rupiah).

12. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, Perseroan
(TERGUGAT ) telah melakukan penambahan karyawan dari semula 3 (tiga)
orang karyawan menjadi 15 (Lima belas orang) karyawan tetap dan 7
(Tujuh) orang karyawan part timer. Total gaji yang dikeluarkan oleh
Perseroan setiap bulannya untuk karyawan tetap yaitu sebesar Rp.
77.000.000,- ( Tujuh puluh tujuh juta rupiah), sedangkan untuk karyawan
Part timer sesuai project tindakan operasi ;

13. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
penggunaan uang perusahaan dilakukan bersama-sama  antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT Il Atau setidak-tidaknya penggunaan
uang perusahaan diketahui oleh TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV. Hal ini
jelas mencerminkan bahwa Pihak PENGGUGAT memiliki itikad baik serta
transparan dalam pengelolaan keuangan TERGUGAT 1 ;

Bahwa didalam menjalankan Perusahaan, PENGGUGAT TIDAK PERNAH

melakukan penyalahgunaan keuangan perseroan. Bahwa PENGGUGAT

tidak pernah memanfaatkan kedudukannya selaku Direktur Utama untuk
mengambil keuntungan pribadi termasuk mendirikan perseroan dalam
perseroan ;

14. Bahwa sebenarnya permasalahan berawal pada akhir tahun 2015,
TERGUGAT NV meminta kepada PENGGUGAT untuk menempatkan
TERGUGAT V (adik kandung dari TERGUGAT Ill) sebagai salah satu orang
Direktur di perseroan (TERGUGAT I). TERGUGAT IV memerintahkan
PENGGUGAT untuk menjadikan TERGUGAT IV selaku Direktur Keuangan.
Pada saat itu PENGGUGAT dengan baik-baik menyampaikan kepada
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TERGUGAT I jika pada prinsipnya PENGGUGAT tidak keberatan namun
agar dipenuhi prosedur yang ada didalam perusahaan. PENGGUGAT
meminta TERGUGAT V  agar memasukkan terlebih  dahulu
permohonan/lamaran. Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroan
harus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS. Namun TERGUGAT IV tidak
mau dan tetap memaksa agar TERGUGAT V ditempatkan selaku Direktur
Keuangan.

Bahwa tindakan dari TERGUGAT IV yang notabene bukan merupakan
Organ Perseroan dan juga bukan Pemegang Saham Perseroan PT.
Modular Alkesindo, tetapi memaksakan kehendak untuk menempatkan
TERGUGAT V selaku Direktur Keuangan tanpa melalui mekanisme yang
ada yaitu melaluii RUPS adalah jelas merupakan suatu perbuatan atau
tindakan arogansi yang sangat berlebihan;

15. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016, TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V datang ke Perusahaan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
Pada saat itu PARA TERGUGAT langsung mengumpulkan seluruh
karyawan, serta menyatakan bahwa di dalam Perseroan terdapat Direksi
baru yaitu TERGUGAT YV selaku Direktur Keuangan ;

16. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, TERGUGAT V datang kembali ke
kantor Perseroan, dengan sifat arogansinya langsung memarahi serta
melakukan pengancaman kepada beberapa karyawan yang selanjutnya
memaksa untuk meminta dokumen-dokumen perusahaan yaitu Laporan
Keuangan, Laporan Persediaan Barang, Laporan Penjualan dan lain-lain
tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT.

17. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, TERGUGAT Il, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V kembali bersama-sama mendatangi perseroan dan
melakukan tindakan intimidasi kepada karyawan yaitu dengan menyita 6
(enam) buah handphone karyawan, mengancam karyawan-karyawan,
memukul-mukul meja dan membentak —bentak karyawan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, PENGGUGAT datang di kantor
Perseroan, dan bertemu dengan TERGUGAT I, IV dan V. Pada pertemuan
tersebut, TERGUGAT Il dan IV meminta pihak PENGGUGAT untuk
menyerahkan seluruh rekening koran BCA dan Buku Rekening BCA
bersama atas nama PT. Modular Alkesindo dan Rinaldi Nur Ramli atau
Ir.Dian Susilawati, Msi, buku Cek beserta kartu ATM dan tokennya.

Bahwa dengan dilandasi itikad baik, PENGGUGAT akhirnya menyerahkan
buku-buku rekening perusahaan tersebut kepada TERGUGAT Il dan
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TERGUGAT V. Bahwa tidak ada prasangka buruk sama sekali dari
PENGGUGAT jika uang dalam rekening tersebut pada akhirnya
dipergunakan oleh PARA TERGUGAT. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT
masih berpikiran jika kesalahpahaman yang terjadi antara PENGGUGAT
dan PARA TERGUGAT dapat diselesaikan dengan baik secara
kekeluargaan ;

Pada saat diserahkan posisi saldo dari masing-masing Rekening yaitu :

A. BCA KCP Arkadia a.n PT.Modular AlkesindoNo.Rek.540.5458800
saldo tanggal 06 Jan 2016.sebesar Rp 1.346,459.374,- (Satu milyard
tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu
tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

B. BCA KCP Pejaten a.n Rinaldi Nur Ramli atau Ir.Dian Susilawati, Msi
No.Rekening 718.0231557 saldo tanggal 12 Jan 2016 sebesar
Rp.483,299,544.35 (Empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus
Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah
koma tiga puluh lima).

C. Bank BIl KCP Simatupang No. Rek 2142003409 atas nama PT.
Modular Alkesindo, dengan posisi saldo sebesar USD 983,- (Sembilan
ratus delapan puluh tiga US Dollar)

18. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 pihak TERGUGAT Il melalui kuasanya
yaitu TERGUGAT V mengirimkan surat kepada PENGGUGAT perihal :
“Tugas dan Wewenang Komisaris untuk permintaan dokumen dan data
PT.Modular Alkesindo”.

Bahwa untuk menanggapi surat dari TERGUGAT V tersebut, pihak

PENGGUGAT merespon dengan mengirimkan surat Panggilan RUPS Luar

Biasa terhadap Perseroan PT.Modular Alkesindo tertanggal 4 Pebruari 2016

yang mana akan diadakan RUPS pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 2016

dengan agenda sebagai berikut :

A. Pembahasan Surat Komisaris tanggal 2 Februari 2016 ;

B. Laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan dan
laporan keuangan Perseroan ;

C. Membicarakan tentang kelanjutan karyawan Perseroan.

D. Dan hal-hal lain yang dirasa perlu;

19. Bahwa atas surat panggilan RUPS Luar Biasa dari PENGGUGAT tersebut,
justru TERGUGAT Il melalui TERGUGAT V mengirimkan surat undangan
RUPS tahun buku 2011 s/d 2015 tanggal 5 Februari 2016. Intinya Komisaris
dan Pemegang Saham Mayoritas mengundang PENGGUGAT untuk
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menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada hari Senin, Tanggal
22 Februari 2016. Adapun surat tersebut disambung surat tanggal 5 Februari
2016 perihal “Ralat pengundang RUPS Tahunan 2011 sd 2014dan RUPS
LB PT.Modular Alkesindo”. Serta disambung lagi dengan Surat tanggal 5
Februari 2016 perihal : “Direktur Utama PT.Modular Alkesindo sudah
Demisioner”.

Berdasarkan Surat tertanggal 5 Pebruari 2016 tersebut, pada intinya pihak
TERGUGAT Il sebagai pemegang saham 75 % PT.Modular Alkesindo
mendemisionerkan pihak PENGGUGAT dengan dasar masa jabatan pihak
PENGGUGAT sesuai Akta Pendirian Perseroan PT.Modular Alkesindo telah
habis sejak 11 Februari 2016, dan Pemegang Saham Mayoritas akan
mengambil alih seluruh aktifitas Perseroan ;

20. Bahwa pada RUPLB yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT pada hari
Jum’at Tanggal 19 Pebruari 2016 tersebut, pihak TERGUGAT Il maupun
kuasanya tidak menghadirinya. Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidak
jadi diselenggarakan. Demikian pula dengan undangan RUPS LB yang
diselenggarakan oleh TERGUGAT Il qq TERGUGAT V pada hari Senin
tanggal 22 Pebruari 2016 juga tidak dihadiri oleh PENGGUGAT, karena
RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT Il tidak sah atau illegal ;

21. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 pihak TERGUGAT Il qg TERGUGAT V
mengirimkan surat untuk kesekian kalinya kepada pihak PENGGUGAT
perihal : “Tugas dan Wewenang Komisaris dan Pemegang 75 % saham,
untuk permintaan data PT.Modular Alkesindo ;

22. Bahwa pada akhirnya pihak PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya
memberikan jawaban terhadap seluruh surat-surat yang telah diberikan oleh
TERGUGAT I melalui TERGUGAT V sesuai surat No.18/ERTIGA-
MA/Som/lll/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Surat kuasa hukum PENGGUGAT tersebut merupakan tanggapan atas
surat-surat dari Pemegang Saham pada tanggal 2 Februari 2016 dan
tanggal 4 Februari 2016 tentang permintaan dokumen PT. Modular
Alkesindo dan Undangan RUPS Tahunan 2011 s/d 2015 dari TERGUGAT I
selaku pemegang saham dari PT.Modular Alkesindo.

Bahwa dalam surat tanggapan tersebut, PENGGUGAT menjelaskan
ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan
didalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo
Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa surat tersebut pada

intinya menjelaskan mengenai Surat Undangan RUPS LB yang dibuat oleh
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TERGUGAT Il melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Pebruari 2016 adalah
tidak sah dan lllegal karena melanggar ketentuan didalam Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Akta Pendirian Dasar
Perseroan.

Pasal 79 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 menyebutkan :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga
dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah
yang lebih kecil “

Pasal 79 ayat (5) menyebutkan :

‘Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima”.

23. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT Il melalui TERGUGAT V

sebagai pemegang 75 % saham Perseroan PT. Modular Alkesindo (saham
mayoritas) dengan menyelenggarakan RUPSLB PT. Modular Alkesindo
sendiri adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar ketentuan
hukum.
Bahwa meskipun PENGGUGAT hanya memiliki 25 % saham TERGUGAT |
namun kedudukan pihak PENGGUGAT selaku Pemegang Saham Minoritas
dilindungi oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas vide Pasal
61 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1) dan (2) jo Pasal 79 dan
Pasal 144 ayat (1);

24. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 PENGGUGAT kembali mengirimkan
surat undangan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Modular Alkesindo
kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT Ill. Bahwa PENGGUGAT
mengundang RUPS pada Hari Selasa tanggal 15 April 2016, dengan agenda

RUPS Tahunan dengan agenda :

- Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Tahun buku 2016

- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya
(acquiet et de charge) kepada Direksi dan Komisaris

- Penetapan Penggunaan dan pembagian Laba Perseroan untuk tahun
buku 2015

RUPS LB dengan agenda :
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- Penawaran penjualan Saham milik Rinaldi Nur Ramli

- Perubahan atas Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan

- Membicarakan tentang Kelanjutan Karyawan Perseroan

- Hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati bersama

25. Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Modular
Alkesindo, PENGGUGAT telah memerintahkan bagian keuangan perseroan
dengan bantuan akuntan independen untuk membuat laporan keuangan
perusahaan.

Bahwa selanjutnya Laporan Keuangan Perusahaan tertanggal 14 April 2016
yang dibuat oleh PENGGUGAT, disampaikan kepada TERGUGAT Il dan
TERGUGAT I melalui TERGUGAT V. Bahwa berdasarkan Laporan
Keuangan tersebut secara garis besar dapat disampaikan hasilnya vyaitu :
1.Laporan Rugi Laba Perusahaan Tahun Periode 2011 -2015

2.Laporan Pertanggungjawaban

Bahwa selanjuinya PENGGUGAT mohon dinyatakan SAH Laporan
Keuangan yang telah dibuat oleh PENGGUGAT ;

26. Bahwa walaupun dalam surat kuasa hukum PENGGUGAT tertanggal 23
Maret 2016 telah menjelaskan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh TERGUGAT Il selaku Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas qq
TERGUGAT V, namun pada tanggal 30 Maret 2016 pihak TERGUGAT I
melalui kuasanya yaitu TERGUGAT V kembali mengirimkan surat undangan
RUPS Luar Biasa PT. Modular Alkesindo yang akan diadakan pada tanggal
18 April 2016, tanpa mengindahkan adanya Surat Undangan RUPS
Tahunan dan RUPSLB tanggal 5 April 2016 yang dikirimkan oleh
PENGGUGAT ;

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, TERGUGAT I dan
TERGUGAT Il tidak datang menghadiri RUPS Tahuan dan RUPSLB yang
dilaksanakan oleh PENGGUGAT. Akhirnya RUPS tahunan dan RUPSLB
tidak jadi terlaksana ;

28. Bahwa sebaliknya dikarenakan mekanisme pelaksanaan RUPS ataupun
RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan oleh TERGUGAT Il sebagai
Pemegang 75 % Saham PT.Modular Alkesindo tidak melalui mekanisme
yang diatur di dalam Akta Pendirian Perseroan PT.Modular Alkesindo dan
tidak sesuai dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,maka PENGGUGAT juga tidak menghadiri RUPS tahunan maupun
RUPSLB tanggal 18 April 2016 yang diadakan oleh TERGUGAT I;
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Bahwa pelaksanaan RUPS  Tahunan maupun RUPSLB vyang
diselenggarakan oleh  TERGUGAT Il adalah tidak sah dan cacat hukum
serta melawan hukum ;

29. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, PENGGUGAT melalui kuasa hukum
mengirimkan surat mengenai Proposal Penyelesaian permasalahan hukum
antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT.

Bahwa pada intinpa PENGGUGAT menawarkan pola penyelesaian
permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT.
PENGGUGAT menyatakan bersedia untuk diberhentikan selaku Direktur
Utama dan bersedia untuk melepas saham pada TERGUGAT | sebanyak 25
%. Akan tetapi proposal penawaran penyelesaian yang diajukan oleh
PENGGUGAT SAMA SEKALITIDAK DITANGGAPI oleh PARA TERGUGAT

30. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menyampaikan secara tegas

pelaksanaan RUPS LB yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah tidak
sah dan melawan hukum namun pada tanggal 18 April 2016, PARA
TERGUGAT tetap mengadakan RUPS Tahunan maupun RUPSLB PT.
Modular Alkesindo. RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi Jl.Cilandak
Raya Jakarta Selatan.
Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGAT
dan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. Modular
Alkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitu
mengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadi
Direktur Utama Perseroan. TERGUGAT V menjadi DIREKTUR ;

31. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 TERGUGAT Il melalui Kuasa hukumnya
dari Kantor Muhammad Ichsan & Partners mengirimkan surat No.056/MIP-
MVIV/2016 yang isinya menyampaikan bahwa sejak tanggal 18 April 2016
pihak PENGGUGAT telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT.Modular
Alkesindo dan digantikan oleh TERGUGAT V oleh RUPS Luar Biasa yang
dihadiri oleh TERGUGAT Il sebagai pemegang 75 % saham PT.Modular
Alkesindo ;

32. Bahwa dikarenakan mekanisme pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang
diselenggarakan oleh TERGUGAT Il sebagai pemegang saham 75 % dari
PT.Modular Alkesindo adalah tidak sah dan cacat hukum, serta tidak
melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas, maka dengan
demikian Pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 18 April 2016 tersebut adalah
tidak sah dan cacat hukum. Demikian pula hasil dari pelaksanaan RUPSLB
pada tanggal 18 April 2016 tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.
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Pelaksanaan RUPSLB tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang
tertuang baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UU Perseroan Terbatas
No 40 Tahun 2007 ;

33. Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT tersebut

tidak sah, cacat hukum dan melawan hukum. Bahwa sebenarnya
PENGGUGAT tidak keberatan dengan hasil apapun yang diperoleh dalam
RUPSLB tersebut sepanjang hasil RUPSLB tersebut dilakukan secara SAH
sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas Jo Anggaran Dasar Perseroan serta RUPSLB tersebut TIDAK
MERUGIKAN PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT memang sudah tidak
ingin lagi berada di TERGUGAT |. Bahwa jerih payah dan kerja keras yang
telah dilakukan oleh PENGGUGAT selama ini sama sekali tidak dihargai
oleh PARA TERGUGAT khususnya oleh TERGUGAT V. Bahwa setelah
demikian besar daya dan upaya dari PENGGUGAT memajukan perusahaan
malah akhirnya TERGUGAT V mencurigai PENGGUGAT telah melakukan
perbuatan yang merugikan perusahaan. Suatu hal yang sangat TIDAK
MASUK AKAL.
Bagaimana mungkin PENGGUGAT melakukan tindakan-tindakan yang
merugikan perusahaan. Bahwa dari perusahaan yang hanya bermodalkan
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi saat ini
memiliki Total Asset Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).

PERBUATAN-PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH

PARA TERGUGAT.

34. Bahwa perbuatan TERGUGAT Il yang telah menyelanggarakan RUPSLB

PT. Modular Alkesindo pada tanggal 18 April 2016 tanpa mengindahkan
dan/atau memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan jelas telah bertentangan
dengan hukum dan perbuatan a quo telah pula dapat dikualifisir sebagai
suatu perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata) ;

Perbuatan TERGUGAT Il yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya
selaku Komisaris dari TERGUGAT | sebagaimana mestinya adalah jelas
melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 yang
menyebutkan :

1) ‘Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 (1)”;
2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian

dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan
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pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan’.

35. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Il menghadiri RUPSLB

pada tanggal 18 April 2016 yang tidak sah dan cacat hukum adalah jelas
merupakan perbuatan Melawan Hukum.
Perbuatan TERGUGAT Il yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya
selaku Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 (1) dan (2) jo Pasal
104 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 Akta
Pendirian Perseroan TERGUGAT | jelas merupakan perbuatan melawan
hukum;

36. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang memaksakan PENGGUGAT agar
TERGUGAT V ditempatkan selaku Direktur Keuangan tanpa melalui
mekanisme dan prosedur yang sah yaitu RUPS Perseroan adalah jelas
merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

37. Bahwa Perbuatan TERGUGAT V yang mendatangi kantor PENGGUGAT
dan melakukan intimidasi terhadap para karyawan serta memaksa meminta
dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan pengancaman terhadap
karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

38. Bahwa Perbuatan dari TERGUGAT IIl bersama-sama dengan TERGUGAT
IV dan TERGUGAT V mendatangi kantor PENGGUGAT dan meminta
secara paksa dokumen-dokumen perusahaan dan buku rekening perseroan,
mengancam Karyawan, meminta Handphone karyawan, memukul-mukul
meja, berteriak-teriak kepada karyawan adalah jelas merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata) ;

39. Bahwa Perbuatan TURUT TERGUGAT vyang tetap membuatkan Akta
Notaris No. 09 tanggal 22 April 2016 tentang RUPSLB PT. Modular
Alkesindo padahal patut diketahuinya pelaksanaan RUPSLB tersebut cacat,
tidak sah dan tidak sesuai prosedur adalah jelas merupakan Perbuatan
Melawan Hukum ;

40. Bahwa selain itu dalam menjalankan kedudukannya selaku DIREKTUR
UTAMA, PENGGUGAT banyak menggunakan uang sendiri untuk perjalanan
ke luar kota dan keluar negeri. Mulai dari pembelian tiket, akomodasi, biaya
lain-lainnya Total kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT | kepada
PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 2.151.955.895,- (Dua milyard seratus
lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus

sembilan puluh lima rupiah)
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41. Bahwa selama menjalankan Perusahaan, PENGGUGAT belum menerima
bonus-bonus dari perusahaan secara keseluruhan atas hasil kerjakeras
yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT. Adapun PENGGUGAT dengan ini
meminta Bonus setelah menjalankan jabatan selaku Direktur Utama
Perseroan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 vyaitu sebesar Rp.
450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

42. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT
I, TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta
TURUT TERGUGAT, jelas secara hukum perbuatan a quo telah
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PARA TERGUGAT, baik
kerugian materill maupun kerugian immateriil. Adapun kerugian tersebut
adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Terdiri dari :

- Hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar
Rp. 2.151.955.895,- (Dua milyard seratus lima puluh satu juta sembilan

ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Bonus tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.
450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
Total Kerugian Materiil PENGGUGAT vyaitu sebesar Rp. 2.601.955.895.,-
(Dua milyard enam ratus satu sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan
ratus sembilan puluh lima rupiah).
Kerugian Immateriil :
Bahwa akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT telah menyebabkan
rusaknya nama baik PENGGUGAT dikalangan rumah sakit, Dokter-dokter di
Seluruh Rumah Sakit di Indonesia, Nama baik PENGGUGAT di Dunia

Internasional antara lain Produsen alat-alat kesehatan di China,

terganggunya operasional perusahaan dan keresahan para karyawan yang
mengkhawatirkan dirinya akan diberhentikan bekerja, sehingga hal tersebut
menimbulkan kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang sebesar
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
TOTAL KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERILL yaitu sebesar :
Rp. 2.601.955.895,-+ Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 12.601.955.895,-
(Dua belas milyar enam ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu
delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

43. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut terhadap

PENGGUGAT, dalam segala bentuknya maupun berlanjutnya perbuatan

Halaman 17 dari 100 halaman Put. N0.467/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang dapat
menyebabkan gugatan dalam perkara ini menjadi sia-sia (illusioner), dengan
ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
Asset-asset PT.Modular Alkesindo yaitu sebagai berikut :

A. Barang-barang bergerak berupa :

1) Kendaraan roda empat merk Toyota Rush, warna Silver Metalik,
Nomor Polisi, B 1250 TZD, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan
No.BPKB 111355759, No.Rangka MHFE2CK2JCK003604 dan
No.Mesin DCU9549 (Bukti P-8) ;

2) Kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna Silver Metalik,
Nomor Polisi, B 1404 SOM, atas nama Rinaldi Nur Ramli dengan
No.BPKBI-01740137, No.Rangka MHFMIBA3J8K342181 dan
No.Mesin DH98821 (Bukti P-9) ;

3) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2010 warna Hitam Nomor
Polisi, B 3539 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan
No.BPKB, J-02263021 No.Rangka MH1JBC115AK987265 dan
No.Mesin JBC1E1997887;

4) Kendaraan roda dua merk HONDA REVO 2011 warna Hitam, Nomor
Polisi, B 3554 TPF, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan
No.BPKB, J-02263025 No.Rangka MH1JBE31XBK020953 dan
No.Mesin JBE3E1021056 ;

5) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2011 warna HIJAU, Nomor
Polisi, B 3108 TLB, atas nama OCTARITA dengan No.BPKB J-
04152291, No.Rangka MH314D205BK326692 dan No.Mesin
14D1326391;

6) Kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO 2009 warna HITAM, Nomor
Polisi, B 6583 SRM atas nama RINALDI NUR RAMLI dengan
No.BPKB F8441551G, No.Rangka MH314D0029K377663 dan
No.Mesin 14D375115;

7) Kendaraan roda dua merk Honda warna Hitam Abu-abu, Nomor Polisi
B 3152 TTQ, atas nama PT.Modular Alkesindo dengan No.BPKB K-
00181465, No.Rangka.MHIJBE313CK147141 dan No.Mesin
JBE3E1145636.

B. Barang Tidak Bergerak berupa :
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Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) lantai, yang terletak di Komplek
Angsana Park Blok W, Jl.Angsana No.1, Rawajati, Pejaten Timur, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, Lt 102m Surat Ukur Nomor : 00105/Pejaten
Timur/2013 terdaftar atas nama PT.Modular Alkesindo.

C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak ketiga yaitu :
Tagihan ( Piutang Usaha) kepada Rumah Sakit per 14 April 2016 Rp
4.255.930.000,-

D. Persediaan (Stock) Implants dan Instrument per 14 April 2016 senilai
Rp.6.914.076.000,-

E. Inventaris Kantor sebesar Rp. 175.186.160,- (seratus tujuh puluh lima
juta seratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah terdiri

dari

AC 8 unit x Rp. 4.500.000 = Rp. 36.000.000
PC 6 unit x Rp. 3.500.000 = Rp. 21.000.000
Printer 3 x Rp. 1.500.000 =Rp. 4.500.000
Printer 1 x Rp. 1.200.000 =Rp. 1.200.000
Printer 2 x Rp. 1.000.000 =Rp. 2.000.000
LG LED TV BLACK + BRACKET =Rp. 3.608.000
Accessories Kantor ( Wallpaper dll) = Rp. 16.320.000
Mebel (Meja+Lemari+Kursi) = Rp. 23.000.000
Peralatan toilet (Wastafel/Closet) = Rp. 10.028.160
Peralatan Dapur =Rp. 2.530.000
Partisi dan meja = Rp. 55.000.000

44. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk mengeluarkan penetapan memblokir rekening-rekening  milik
TERGUGAT I Hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah memperoleh
informasi PARA TERGUGAT telah melakukan pengambilan uang atas
rekening-rekening tersebut secara melawan hukum.

PENGGUGAT mohon diletakkan sita atas rekening TERGUGAT | yaitu :

1) BCA KCP Arkadia a.n PT.Modular AlkesindoNo.Rek.540.5458800
saldo tanggal 06 Jan 2016.sebesar Rp 1.346,459.374,- (Satu milyard
tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu
tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

2) BCA KCP Pejaten a.n Rinaldi Nur Ramli atau Ir.Dian Susilawati, Msi
No.Rekening 718.0231557 saldo tanggal 12 Jan 2016 sebesar
Rp.483,299,544.35 (Empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus
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Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah
koma tiga puluh lima).

3) Bank BIl KCP Simatupang No. Rek 2142003409 atas nama PT.
Modular Alkesindo.

45. Selain itu pihak PENGGUGAT juga mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar berkenan untuk segera menjatuhkan putusan
provisionil, sebagai berikut :
a.Melarang TERGUGAT |, TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT IV,

dan TERGUGAT V maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya,
untuk melaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016,
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde);

b. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan
RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk menjalankan dan/atau
melakukan tindakan yang mengatasnamakan Direksi dan/atau Komisaris
perseroan PT. Modular Alkesindo sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)

c. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan
RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk memasuki areal
perkantoran dan/atau tempat-tempat lainnya milik perseroan sampai
dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) ;

d. Menyatakan susunan Direksi dan Komisaris perseroan tetap dalam
keadaan semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekat
daripadanya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) ;

e. Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukan
segala hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016,
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde) ;

f. Menghukum TERGUGAT |, TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT
IV dan TERGUGAT V, maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa
darinya, yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang
telah dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp 1.000.000.,- (satu juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya
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pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali
putusan provisi ini ;

46. Satu dan lain hal, oleh karena Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT
dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat otentik maupun bukti-bukti surat
yang dapat dipersamakan dengan akta otentik, sehingga tidak terbantahkan
lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi
(uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT memohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Tingkat

Pertama Yang Memeriksa Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan

hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT |, TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT IV, dan

TERGUGAT V maupun pihak-pihak yang mendapat kuasa darinya, untuk

melaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016, sampai
dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) ;

2. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan
RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk menjalankan dan/atau
melakukan tindakan yang mengatasnamakan Direksi dan/atau Komisaris
perseroan PT. Modular Alkesindo sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

3. Melarang Direksi dan Komisaris perseroan yang dibentuk berdasarkan
RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016 untuk memasuki areal perkantoran
dan/atau tempat-tempat lainnya milik perseroan sampai dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

4. Menyatakan susunan Direksi dan Komisaris perseroan tetap dalam keadaan
semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekat daripadanya,
sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) ;

5. Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukan segala
hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016, sampai dengan
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

6. Menghukum TERGUGAT |, dan TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT
IV dan TERGUGAT V maupun pihak-pihak yang mendapatkan kuasa darinya,

yang tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi yang telah
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dijatuhkan ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dimulai sejak hari terjadinya
pelanggaran sampai dengan hari ditaati dan/atau dipatuhinya kembali
putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

tanpa terkecuali ;

2. Menyatakan TERGUGAT |Il, TERGUGAT |, TERGUGAT IV dan
TERGUGAT V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide
Pasal 1365 KUHPerdata) ;

3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang
diadakan oleh TERGUGAT Il di restoran Padzzi, Jl.Cilandak Raya No.101,
Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demi hukum ;

4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan, pemegang
saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketiga lainnya ;

5. Menyatakan Akta No. 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT
TERGUGAT BATAL DEMI HUKUM ;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap asset-asset
Perseroan dan Rekening atas nama PT.Modular Alkesindo yang diletakkan
dalam perkara ini;

7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada
PENGGUGAT sebesar Rp. 12.601.955.895,- (Dua belas milyar enam ratus
satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh
lima rupiah) terdiri dari
A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.601.955.895,,

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,-

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
bantahan, banding dan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT | sampai dengan TERGUGAT V dan
TURUT TERGUGAT pihak-pihak yang diberi kuasa olehnya untuk
mematuhi isi putusan dalam perkaraini ;

10. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:
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Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Tingkat
Pertama Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan
Tergugat I, dan V telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 24 November
2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
a. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Exceptio Pluritium Consortium)
Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT mempermasalahkan hasil

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2016
dan akta No.9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT
sebagai Notaris mengenai perubahan penggantian direksi dan dewan
komisaris yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham RI yang telah
tercatat dalam daftar perseroan dan diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016,
Sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh direksi baru hasil
RUPS LB tanggal 18 April 2016 telah berkekuatan hukum mengikat secara
internal maupun eksternal/pihak ketiga.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik dan menyertakan Menkumham
dalam gugatannya sebagai pihak yang telah mencatat secara administrasi
RUPS LB tanggal 18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang
dibuat oleh TURUT TERGUGAT ke dalam daftar perseroan Menteri. Sehingga
dengan tidak diikut sertakannya Menkumham RI sebagai pihak dalam gugatan
a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (Pluritium
Consortium) dan gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak terima
(Niet Ontvankelijk Verklaard).

b. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT antara posita dan petitumnya sangat
membingungkan, tidak sinkron, tidak konsisten dan tidak jelas dasar
hukumnya. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan bentuk kesalahan
perbuatan melawan hukum Para TERGUGAT (TERGUGAT I, dan V), justru
yang ada malah PENGGUGAT mengakui dan menyebutkan secara langsung
kesalahannya sebagai direktur utama tidak melakukan tugas dan
kewajibannya sebagaimana Undang-undang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar Perusahaan.
c. Gugatan PENGGUGAT Premature (Exceptio Dilatoria)
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Bahwa sebelumnya Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT V yang
mewakili TERGUGAT |l telah membuka untuk dilakukan perdamaian yaitu
dengan cara PENGGUGAT menyelesaikan tugas kewajibannya sebagai
seorang Direktur Utama PT. Modular Alkesindo dengan memberikan laporan
keuangan kepada TERGUGAT V yang mewakili TERGUGAT Il pemegang
saham 75%, memberikan laporan mengenai perkembangan perusahaan
meliputi perkembangan asset perusahaan, perkembangan bisnis perusahaan,
perkembangan dan manajemen pegawai/karyawan, perkembangan laba rugi
perusahaan dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan sesuai Standar
Akuntansi Indonesia (SAIl) dan diaudit oleh Auditor Independen.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menyelesaikan tugas dan kewajibannya
tersebut diatas terlebih dahulu yang jelas-jelas secara eksplisit disebutkan di
aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan bukan malah
menuntut hak-hak yang di claim secara sepihak ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Bahwa karena kewajiban dan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai seorang
Direktur Utama harus diselesaikan dengan cara yang ada di UUPT No
40/2007 dan Anggaran Dasar Perusahaan, dan gugatan yang diajukan
PENGGUGAT ini adalah Premature , maka gugatan dalam perkara a quo
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima.

d. PENGGUGAT Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi (Perma No.1 Tahun 2016)
Bahwa sejak mediasi pertama pada tanggal 24 Oktober 2016, mediasi kedua
tanggal 31 Oktober 2016 mediasi terakhir tanggal 9 November 2016
PENGGUGAT principal sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah
mempunyai itikad baik untuk hadir dalam upaya mediasi sebagaimana Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.

Maka dengan tidak hadirnya secara langsung PENGGUGAT principal dalam
tahap mediasi pengadilan merupakan bentuk itikad tidak baik PENGGUGAT
meskipun PENGGUGAT diwakili oleh kuasa hukumnya, dan PENGGUGAT
telah melanggar Pasal 22 Perma No.1 tahun 2016 yang menyatakan sebagai

berikut :
1) Apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses
Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),_gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
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2) PENGGUGAT yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya
Mediasi.

3) Mediator menyampaikan laporan PENGGUGAT tidak beriktikad baik
kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan
Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan
ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan
putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai
penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada PENGGUGAT dapat
diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh
PENGGUGAT dan diserahkan kepada TERGUGAT melalui
kepaniteraan Pengadilan.

Maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas, karena pihak

PENGGUGAT principal dari awal mediasi sampai dengan akhir mediasi di

Pengadilan tidak mempunyai itikad baik untuk hadir dalam tahapan mediasi

tersebut, maka berdasarkan dasar hukum dan perintah Perma No.1 tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Maka patutlah jika gugatan
PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT |, dan TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh

dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian-uraian yang termuat dalam surat gugatan

PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh TERGUGAT |, dan V;

2. Bahwa PENGGUGAT secara langsung mengakui dirinya telah purna menjadi

Direktur Utama sebagaimana halaman 1 dalil gugatan a quo yang
menyatakan sebagai berikut :
“...RINALDI NUR RAMLI, Pemegang saham 25% (dua puluh lima persen)
Saham PT. Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT. Modular
Alkesindo beralamat di JI. Joe, Taman Melati Residence RT/RW: 002/006
Blok. A No.6 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan...”

Maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas adalah merupakan pengakuan
secara langsung PENGGUGAT telah purna dan menerima RUPS LB tanggal
18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT
TERGUGAT.
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3. Bahwa benar PT. Modular Alkesindo adalah suatu perusahaan perseroan
didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 berdasarkan akta Notaris No. 5 yang
dibuat dihadapan Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang yang
kemudian mendapatkan pengesahan Menkumham RI No. AHU-18069 tahun
2011, tanggal 11 April 2011 sebagaimana angka 1 dalil gugatan a quo;

4. Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak dengan tegas dalil gugatan
PENGGUGAT pada angka 2 sampai dengan angka 4 pada halaman 2 sampai
dengan halaman 3, yang menyatakan awal mula didirikannya perusahaan a
quo adalah keinginan bersama dengan dasar kekeluargaan antara
TERGUGAT IV dan PENGGUGAT yang kemudian TERGUGAT IV namanya
tidak mau dicantumkan adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.
Bahwa TERGUGAT IV tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan a quo,
hanya saja kebetulan TERGUGAT I kenal dengan PENGGUGAT dan
membuat suatu perusahaan yang akan dijalankan oleh keluarga TERGUGAT
IV, hal tersebut pun terbukti tidak adanya nama TERGUGAT IV dalam
aktifitas perusahaan a quo dan perusahaan a quo dijalankan oleh
TERGUGAT |ll, TERGUGAT Il dan PENGGUGAT berdasarkan tugas
kewajibannya sesuai dengan porsi posisinya masing-masing sebagiamana
dalil gugatan a quo angka 3.

5. Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT
sebagaimana angka 5 halaman 3 yang menyatakan bahwa dirinya
(PENGGUGAT) telah menjalankan fungsinya selaku direktur utama telah
sesuai dengan aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar adalah suatu
kebohongan besar dan mengada-ada.

Justru tindakan PENGGUGAT selama lima tahun sejak diangkat menjadi
Direktur Utama tertanggal 1 Februari 2011 sampai dengan masa jabatannya
selesai tertanggal 1 Februari 2016 (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT.
Modular Alkesindo) tidak pernah melakukan tugasnya diantaranya tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyampaikan laporan tahunan
keuangan perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, laporan perkembangan
karyawan perusahaan, laporan asset perusahaan, laporan perkembangan
bisnis perusahaan selama menjabat sebagai seorang Direktur Utama
sebagimana aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan

Bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur khususnya
Direktur Utama PENGGUGAT seringkali menyalahgunakan kewenangannya,
yang mana PENGGUGAT sering kali mengatasnamakan kepentingan

perusahaan untuk urusan pribadinya seperti dengan menggunakan fasilitas-
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fasilitas perusahaan, uang perusahaan untuk kebutuhan harian PENGGUGAT
bahkan terbukti dengan adanya salah satu asset perusahaan yang berupa
sebuah motor atas nama isteri PENGGUGAT bernama Octarita. Hal tersebut
apakah masih dikatakan PENGGUGAT telah menjalankan fungsinya sebagai
direktur utama untuk kepentingan suatu perusahaan.?

Bahwa telah jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas suatu
perusahaan perseroan terbatas yang berbadan _hukum  tidak
mencampuradukan harta pribadi dengan harta perseroan sehingga seluruh
asset perusahaan bahkan semua kepentingan perusahaan harus benar-benar
berdasarkan kepentingan perusahaan sehingga segala sesuatunya dapat
dipertanggungjawabkan untuk dan atas nama perusahaan.

Bahwa selama lima tahun PENGGUGAT dalam menjalankan fungsinya
sebagai seorang Direktur Utama tidak pernah berkoordinasi dengan
TERGUGAT Il selaku direktur bahkan cenderung PENGGUGAT menutup-
nutupi arus lalu lintas bisnis dan perkembangan perusahaan TERGUGAT |,
bahkan TERGUGAT |II dan Il yang pernah menanyakan kepada
PENGGUGAT tentang perkembangan perusahaan, managemen karyawan,
laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan TERGUGAT | namun
jawaban PENGGUGAT adalah hanya memberikan janji-janji yang tidak pasti
untuk melaksanakan laporan perkembangan perusahaan dan PENGGUGAT
meyakinkan TERGUGAT |l dan Il dengan cara mengelabuhi seakan-akan
perusahaan a quo sudah sangat berkembang tanpa didukung dengan laporan
perusahaan.

Bahwa penggantian PENGGUGAT sebagai Direktur Utama telah dilakukan
secara legal dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-
Undang Perseroan Terbatas. Penggantian PENGGUGAT telah diakomodir
dalam AD/anggaran dasar PT. Modular Alkesindo dengan akta pendirian No.
5 tertanggal 1 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Periasman
EfFendi, SH. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu”

Maka Dberdasarkan anggaran dasar tersebut diatas penggantian
PENGGUGAT sebagai direktur utama adalah sah secara_hukum karena
sejak tertanggal 1 Februari 2016 PENGGUGAT masa jabatannya telah
selesai dan tidak mempunyai kekuatan _hukum lagi dalam bertindak untuk

dan atas nama perusahaan a quo. Sehingga tindakan TERGUGAT Il sebagai
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pemegang saham 75% menyelenggarkan RUPS luar biasa mekanismenya
telah sesuai dengan Udang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
adalah sah dan mengikat secara hukum.

6. Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT sebagaimana angka 6 sampai dengan angka 8 halaman 3
sampai dengan halaman 5, yakni sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil gugatannya angka 6 halaman 3 PENGGUGAT secara
langsung mengakui kesalahan dirinya selaku Direktur Utama tidak pernah
mengadakan RUPS selama PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama,
dalam kutipan pernyataan sebagai berikut :

“6. ...dalam kurun waktu 2012 hingga 2015 Perseroan memang tidak pernah
mengadakan RUPS tahunan, hanya pada tanggal 4 November 2013
Perseroan (TERGUGAT [) pernah mengadakan rapat umum pemegang
saham luar biasa dengan agenda perubahan tempatkedudukan
Perseroan....”

Bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut diatas adalah suatu pernyataan
yang jelas mengakui kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai direktur utama. Seharusnya PENGGUGAT sebagai
pucuk pimpinan dalam suatu perusahaan cakap dalam memimpin
perusahaan, cakap dalam hal bahwa ia PENGGUGAT sebagai seorang
direktur utama harusnya sadar dan memahami akan fungsi dan tugas
kewajibannya menjalankan perusahaan PT. Modular Alkesindo, bukan malah
melempar tanggung jawab kepada TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il yang
selama lima tahun tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada Job Desk/
Pembagian kerja oleh PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT Il sering mengingatkan kepada
PENGGUGAT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan yang membahas

masalah perkembangan perusahaan, keuangan dan karyawan, namun
PENGGUGAT hanya memberikan jawaban berupa janji-janji yang tidak jelas
untuk mengelabuhi TERGUGAT Il dan Il agar tidak menanyakan hal tersebut
lagi.

Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi terlihat ketika PARA TERGUGAT
khususnya TERGUGAT Il dan Il meminta transparansi keuangan perusahaan
dan laporan keluar masuk barang perusahaan namun justru PENGGUGAT
menolak dan terkesan menyembunyikan agar TERGUGAT Il dan Il tidak
mengetahui perkembangan keuangan dan perkembangan aktifitas bisnis

perusahaan, bahkan TERGUGAT Il dan Il tidak pernah mengetahui tentang
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aktivitas penggunaan uang perusahaan seperti apa yang di claim oleh
PENGGUGAT pada angka 6 dalil gugatannya.

Bahwa benar PENGGUGAT mewakili PT. Modular Alkesindo pernah
membuka rekening perusahaan dengan dua Bank BCA dan satu rekening
Bank BIl atas nama Perusahaan dan atas nama PENGGUGAT dan
TERGUGAT Il namun kemudian kesemuanya dibawah kendali dan

penguasaan direktur utama yakni PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT membuat suatu dalil kebohongan sebagaimana angka
7 halaman 4 yang menyatakan telah membagikan keuntungan perseroan dari
penjualan tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah),
memang PENGGUGAT pernah memberikan sebesar uang Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT I, dan pembagian itu
adalah atas inisiatif TERGUGAT Il karena sejak berdirinya TERGUGAT |
belum ada pembagian keuntungan sama sekali.

Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8
halaman 4 vyang menyatakan bahwa ia (PENGGUGAT) seakan-akan
menjalankan perusahaan sendiri tanpa bantuan dari TERGUGAT Il dan |
adalah suatau akal-akalan dan kelicikan PENGGUGAT serta dengan
menjalankan perusahaan sendiri tanpa TERGUGAT Il selaku direktur
PENGGUGAT dapat leluasa melakukan tindakan-tindakan semaunya sendiri
tanpa ada control dari pihak lain. Memang pada saat PENGGUGAT masih
sebagai direktur utama untuk menjalankan bisnis perusahaan tidak pernah
mengajukan pinjaman kepada Bank tetapi justru TERGUGAT Il pernah
memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar 120.000 $ USA
yag diminta PENGGUGAT dengan hukum_n agar PENGGUGAT dapat
menjalankan perusahaan TERGUGAT |I.

Bahwa PENGGUGAT memang sejak awal berdirinya  TERGUGAT I bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari TERGUGAT | yakni
dengan menempatkan dirinya (PENGGUGAT) sebagai direktur utama adalah
suatu keuntungan yang besar bagi dirinya untuk memperkaya dirinya sendiri
dengan memperalat TERGUGAT Il dan lll dengan modus suatu perusahaan.

Bahwa keserakahan untuk memperkaya diri sendii PENGGUGAT
mengatasnamakan TERGUGAT | dalam setiap aktifitasnya yakni setiap
menjalin kerja sama dengan beberapa pihak rumah sakit, PENGGUGAT
justru  lebih  menonjolkan  dirinya  secara  pribadi dari pada
perusahaan/TERGUGAT | yang mana dalam kapasitasnya adalah mewakili

TERGUGAT I/PT. Modular Alkesindo dan dalam mempergunakan uang
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perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang mana tindakan
PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan dan
wewenang sebagai direktur utama, hal tersebut berdasarkan pendapat hukum
Prof. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perseroan Terbatas pada halaman 347 dalam kutipan sebagi berikut :

“1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

...1. Sesuai dengan kepetingan perseroan..

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk
‘kepentingan” Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi.
Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan
kepentingan (conflict interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau
uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakan posisi
jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh kepentingan pribadi.
Tidak menahan atau mengambil keuntungan perseroan untuk kepentingan
pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat

dikategori melanggar  batas kewenangan atau kapasitas pengurusan.
Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abuse of
authority) atau mengandung ultra vires...”
Maka berdasarkan pendapat _hukum tersebut diatas telah jelas bahwa
tindakan PENGGUGAT selama menjalankan jabatannya sebagai direktur
utama sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah jelas-jelas
melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang dan jabatanya sebagai
seorang pimpinan perusahaan TERGUGAT |.

7. Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT
sebagaimana angka 9 sampai dengan angka 14 pada halaman 5 sampai
dengan halaman 7 kerena dalil tersebut merupakan suatu hal yang mengada-
ada dan suatu bentuk kebohongan belaka serta memutarbalikkan fakta yang
sebenarnya.

Selama lima tahun PENGGUGAT menjalankan tugasnya sebagai seorang
direktur utama tidak pernah ada laporan mengenai pendapatan dan
pengeluaran bisnis perusahaan TERGUGAT |, justru TERGUGAT I, dan V
baru mengetahui pendapatan bersih bisnis perusahaan yang di claim
PENGGUGAT sebesar uang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
dengan pemasukan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) dan pengeluaran perusahaan sebesar Rp. 650.000.000,-(enam ratus

lima puluh juta rupiah).
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Bahwa TERGUGAT Il selaku pemegang saham 75% dan dewan komisaris
serta TERGUGAT Il selaku direktur pada saat itu tidak pernah mengetahui
keseluruhan asset-aset perusahaan TERGUGAT | semasa PENGGUGAT
menjadi direktur utama yakni dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016
karena memang PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan mengenai
perkembangan asset-aset perusahaan TERGUGAT |, bahkan asset-aset
tersebut terkesan ditutup-tutupi dan hanya untuk diketahui oleh PENGGUGAT
sendiri yang mana asset-aset tersebut adalah milik perusahaan dan bukan
milik pribadi PENGGGUGAT.

Bahwa penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh PENGGUGAT pada
saat menjabat sebagai direktur utama terlihat jelas dalam dalil gugatannya
angka 10 yang menyebutkan asset-aset barang-barang bergerak dengan

mencantumkan nama pribadinya beserta istrinya sebagai pemilik asset

perusahaan yang berupa :
1. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1404 SOM dengan atas
nama PENGGUGAT pribadi yaitu Rinaldi Nur Ramli;

2. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 3108 TLB atas
nama isteri PENGGUGAT vakni Octarita;

3. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 6583 atas nama
PENGUGAT pribadi Rinaldi Nur Ramli.

Bahwa kendaraan-kendaraan tersebut diatas sampai saat ini masih

dipergunakan oleh PENGGUGAT, jusrtru asset-aset tersebut dipergunakan
untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dibawah penguasaan PENGGUGAT
secara melawan hukum karena PENGGUGAT sudah tidak menjabat lagi
sebagai direktur utama di Perusahaan TERGUGAT | sejak tanggal 1 Februari
2016, yang mana penguasaan tanpa hak tersebut adalah suatu bentuk
tindakan melawan hukum dan suatu tindak pidana.

Bahwa asset perusahaan yang berupa yang berupa tanah dan bangunan
Ruko tiga lantai (kantor PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT |) yang terletak di
Komplek Angsana Park Blok W, JL. Angsana No.1 Rawajati, Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah disegel oleh PENGGUGAT sejak tanggal
11 Mei 2016 yang mana tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum
dan merupakan tindak pidana. Dan akibat dari tindakan PENGGUGAT
tersebut, TERGUGAT | beserta karyawan TERGUGAT | tidak dapat
menjalankan aktifitasnya.

Disamping itu bukti kepemilikan SHGB No. 286 kantor TERGUGAT | yang

berupa tanah dan bangunan Ruko 3 lantai atas nama TERGUGAT
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/PT.Modular Alkesindo telah dalam penguasaan PENGGUGAT adalah
tindakan melawan hukum.
Bahwa seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT mengenai tagihan dan
piutang TERGUGAT | sebagaimana halaman 6, dalam kutipan dalil gugatan a
guo sebagai berikut :
“... C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak Ketiga yaitu :
Tagihan (piutang usaha) kepada rumah sakit per 14 April 2016 Rp.
4.255.930.000,- (empat milyard _hukum_n_ ratus tiga puluh ribu rupiah)...
D. Persediaan (stock) Implans dan Instrument per 14 April 2016 senilai Rp.
6.914.076.000,-(enam milyard Sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh
enam rupiah)...”
Bahwa claim piutang perusahaan PT. Modular Alkesindo tersebut diatas oleh
PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diketahui oleh
TERGUGAT |, dan V, justru suatu kejanggalan bagi kami mengapa claim
piutang tersebut baru dimunculkan, apalagi dinyatakan dalam suatu dalil
gugatan a quo, yang mana selama lima tahun PENGGUGAT justru tidak
pernah memberikan laporan dan informasi terkait piutang perusahaan dan
bahkan PENGGUGAT terkesan menutup-nutupi adanya tagihan piutang
perusahaan yang merupakan asset perusahaan, sehingga dengan tindakan
ketidaktranparansinya PENGGUGAT tersebut merupakan suatu bentuk
perbuatan melawan hukum PENGGUGAT terhadap TERGUGAT | dan V.
Tidak Transparansinya PENGGUGAT juga diakui sendiri secara langsung
dalam dalil gugatannya pada angka 11, yang mana TERGUGAT Il selaku
pemegang saham mayoritas dan TERGUGAT Il selaku direktur tidak pernah
mengetahui adanya hutang TERGUGAT | kepada pihak ketiga sebesar uang
Rp.5.015.417.914,-(lima milyard lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu
Sembilan ratus empat belas rupiah) selama PENGUGAT menjabat sebagai
direktur utama. Yang mana hutang tersebut salah satunya terdapat claim
secara sepihak dari PENGGUGAT sendiri pada angka 11 huruf b dalil
gugatannya yang menyatakan pihak perusahaan mempunyai hutang kepada
PENGGUGAT secara pribadi sebesar Rp. 2.054.822.295,-(dua milyard lima
puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh
lima rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas PENGGUGAT, tiket
perjalanan dinas sebesar uang Rp.97.133.600,-(Sembilan puluh tujuh juta
seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan PT. Hogy Indonesia
sebesar uang Rp. 36.643.019,-(tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh

tiga ribu Sembilan belas rupiah) adalah suatu akal-akalan PENGGUGAT
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untuk mengambil keuntungan secara pribadi karena selama lima tahun
menjadi direktur utama PENGGUGAT tidak pernah memberikan laporan
khususnya Laporan Keuangan Tahunan terkait adanya hutang perusahaan
kepada pribadi PENGGUGAT.

Bahwa Penyalahgunaan jabatan juga dilakukan oleh PENGGUGAT dalam
merekrut karyawan perusahaan PT. Modular Alkesindo, yang mana dalil
gugatan PENGGUGAT menyatakan telah melakukan penambahan dari tiga
orang karyawan menjadi 15 orang karyawan tanpa sepengetahuan
TERGUGAT Il yang juga sebagai direktur, karyawan tersebut adalah
mayoritas direkrut dari keluarga PENGGUGAT sendiri, bahkan isteri
PENGGUGAT sendiri_juga diberikan gaji oleh PENGGUGAT sejak tahun
2013, padahal isteri PENGGUGAT bukanlah karyawan yang bekerja pada
TERGUGAT |

Demikian juga PENGGUGAT tidak pernah melaporkan atau memberikan

informasi kepada TERGUGAT Il dan Il jika terdapat penambahan karyawan,
factor apakah yang menjadi kebutuhan untuk dilakukan penambahan jumlah
karyawan, serta persoalan gaji karyawan yang tidak pernah dilaporkan berapa
kuangan perusahaan yang diperlukan untuk pengeluaran gaji per orang setiap
bulannya dengan rincian masing-masing bagian tugas kerjanya. Sehingga
dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan setiap bulannya telah
mengeluarkan biaya operasional sebesar uang Rp.77.000.000,- (tujuh puluh
tuju juta) adalah hal yang tidak masuk akal jika diukur dengan perkembangan
aktifitas bisnis perusahaan dan ukuran suatu perusahaan.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 13 halaman 7 adalah
suatu ketidakbenaran dan suatu kebohongan yang menyatakan bahwa
selama lima tahun sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016
PENGGUGAT penggunaan uang perusahaan diketahui oleh TERGUGAT I
dan IV, yang pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah berkoordinasi dengan
TERGUGAT Il apalagi dengan TERGUGAT V. Jika PENGGUGAT bertindak
secara transparan dan beritikad baik dalam penggunaan keuangan
perusahaan seharusnya PENGGUGAT membuat suatu laporan keuangan
pada setiap tindakannya yang mengatasnamakan perusahaan, serta
PENGGUGAT setiap tahunnya membuat suatu laporan keuangan perusahaan
dengan standar akuntansi suatu perusahaan yang telah berbadan _hukum
dengan audit dari kantor akuntan publik, bukan malah bertindak semaunya
sendiri dalam mengambil dan memanfaatkan uang perusahaan tanpa ada

tanggungjawab sama sekali.
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Perlu PENGGUGAT pahami bahwa PT. Modular Alkesindo adalah suatu
perusahaan yang berbadan _hukum yang mana setiap penggunaan
keuangannya harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang yang
mempergunakan kepentingan perusahaan, bukan malah bertindak semaunya
sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa ada suatu pertanggung jawabannya
sama sekali seperti yang dilakukan PENGGUGAT dalam kurun waktu lima
tahun mulai tangal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.
Bahwa indikasi penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh PENGGUGAT
telah diketahui oleh TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il yang kemudian
TERGUGAT |l selaku pemegang saham meminta agar ada suatu orang di
posisi bagian keuangan yang akan membantu perusahaan dalam
managemen keuangan PT. Modular Alkesindo, namun usulan tersebut ditolak
mentah-mentah oleh PENGGUGAT dengan berbagai macam aturan yang
tidak masuk akal, serta tindakan penolakan tersebut justru membuat
TERGUGAT Il dan Il semakin yakin telah ada penyimpangan penggunaan
uang perusahaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT vyang menyatakan TERGUGAT V
ditempatkan pada posisi sebagai direktur keuangan adalah tidak benar dan

sebutan direktur keuangan adalah akal-akalan PENGGUGAT dengan
membangun opini seakan-akan TERGUGAT I, Il dan IV telah sewenang-
wenang terhadap PENGGUGAT, dan tidak mematuhi peraturan dalam UUPT
No 40/2007 bahwa pengangkatan posisi Direktur harus melalui RUPS LB.
Justru karena terbatasnya pengetahuan PENGGUGAT dalam managemen
perusahaan yang TIDAK MENGERTI dan TIDAK MEMAHAMI apa saja
peraturan dalam UUPT No 40/2007, khususnya tidak adanya

penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk menyampaikan Laporan Keuangan
yang audited selama 5 (lima) tahun menjabat Direktur Utama sejak 2011.
Bahwa tujuan ditempatkannya TERGUGAT V di perusahaan PT. Modular
Alkesindo/TERGUGAT | pada posisi bagian keuangan adalah untuk
membantu PENGGUGAT dan perusahaan dalam memanagemen dan
menyusun suatu laporan keuangan perusahaan, yang mana PENGGUGAT
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah melakukan rapat
untuk melaporkan keuangan perusahaan dan bahkan terkesan sengaja dibuat
amburadul oleh PENGGUGAT sendiri karena ketidak mampuan
PENGGUGAT dalam ketrampilan managemen.

Penolakan TERGUGAT V untuk ditempatkan sebagai bagian keuangan
adalah suatu bentuk tindakan PENGGUGAT menutup-nutupi aktifitas
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keuangan perusahaan selama ia menjabat sebagi direktur utama, sehingga

TERGUGAT V semakin yakin bahwa PENGGUGAT telah melakukan

penyimpangan atas penggunaan uang perusahaan dan/atau hasil penjualan;

dengan ditemukan adanya :

A. Transaksi uang masuk perusahaan atas hasil penjualan, yang masuknya
ke Rekening Pribadi PENGGUGAT vaitu di Rekening BCA KCP Pasar
Minggu No. 547 081 7800 atas nama RINALDI NUR RAMLI , bukan ke
Rekening Perusahaan.

B. Rekening atas nama istri PENGGUGAT yaitu Octarita di Rekening USD

Bank BIl Cabang TB Simatupang No. 214 200 3371 yang dananya berasal

dari Rekening Perusahaan.
Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 14 sampai dengan
angka 20 halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah suatu dalil yang tidak
benar dan justru dalil-dalil tersebut adalah suatu kebohongan PENGGUGAT
sebagai upaya untuk menutup-nutupi kecurangannya dan keserakahannya
untuk memperkaya diri sendiri.
Bahwa kedatangan TERGUGAT I, IV, V pada sekitar bulan Januari 2016 ke
kantor PT. Modular Alkesindo adalah untuk menemui PENGGUGAT dan
untuk meminta pertanggung jawabannya sebagai seorang direktur utama
selama lima tahun tidak pernah dilakukan RUPS Tahunan, rapat mengenai
laporan tahunan keuangan perusahaan, laporan aktifitas bisnis perusahaan
seperti laporan penjualan dan pembelian produk perusahaan, laporan
mengenai asset-aset perusahaan dan perkembangan karyawan perusahaan.
Kedatangan TERGUGAT I, IV dan V untuk menemui PENGGUGAT secara
baik-baik tidak ada tindakan intimidasi sama sekali kepada PENGGUGAT
bahkan kepada karyawan perusahaan.
Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD/anggaran dasar pada akta pendirian
PT. Modular Alkesindo No.5 tanggal 1 Februari 2011 masa jabatan seorang
direktur adalah lima tahun dimulai sejak berdirinya perusahaan tersebut yakni
tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016
sebagaimana Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan penjelasanya sebagai berikut :
Pasal 94 ayat (3)
“Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat
kembali”
Penjelasan Pasal 94 ayat (3)
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“Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk ‘jangka waktu tertentu’,
dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak
dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan
pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka
sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang
bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan,
kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.”

Maka telah jelas berdasarkan UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa
setiap tindakan direksi tanpa terkecuali sejak berakhirmya masa jabatannya
tidak mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan kecuali apabila diangkat kembali melalui mekanisme RUPS, dan
apabila ia bertindak untuk dan atas nama perusahaan diluar batas waktu
masa jabatannya maka tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum
dan bukan merupakan tangung jawab perusahaan.

Bahwa Perlu TERGUGAT | dan V pertanyakan dalil gugatan PENGGUGAT
angka 18 halaman 9 tentang kedudukan PENGGUGAT yang mengirimkan
surat undangan kepada TERGUGAT Il (yang diwakili TERGUGAT V) dan
TERGUGAT Il tertanggal 4 Februari 2016 dengan agenda RUPS, dalam
kapasitasnya mengundang TERGUGAT Il dan Il dalam posisi jabatan
sebagai apa? jika undangan tersebut dengan menggunakan posisi sebagai
direktur utama adalah suatu tindakan yang melawan hukum karena per
tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGGUGAT sebagai direktur utama
telah berakhir berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD Perusahaan sejak tanggal 1
Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

Perlu PENGGUGAT pahami bahwa apa yang ada dalam Anggaran Dasar
perusahaan Perseroan Terbatas berbadan hukum adalah mengacu pada UU
No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait berakhirnya masa
jabatan direksi suatu perusahaan diatur dalam AD/ anggaran dasar
sebagaimana Pasal 11 ayat (3) anggaran dasar akta pendirian PT. Modular
Alkesindo No. 05 tertanggal 1 Februari 2011, dan jika tidak diatur secara
spesifik kapan masa dimulai dan berakhirnya jabatan tersebut maka harus
mengacu pada aturan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Sehingga
berdasarkan aturan tersebut, tindakan PENGGUGAT mengundang RUPS
dengan surat tertanggal 4 Februari 2016 adalah telah melampaui masa
jabatannya dan tindakan tersebut adalah tindakan yang ilegal.
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9. Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak seluruh dall PENGGUGAT
sebagaimana angka 21 sampai dengan angka 30 halaman 10 sampai dengan
halaman 13 adalah suatu kebohongan dan akal-akalan PENGGUGAT untuk
tetap menjadi direktur utama secara ilegal/melawan hukum dan tanpa adanya
pertanggungjawaban selama lima tahun menjabat.

Bahwa perlu PENGGUGAT pahami, PENGUGAT telah salah menggunakan
dasar hukum RUPS sebagaimana dalil gugatannya pada angka 22 halaman
10 — 11 yang dikutip sebagai berikut :

“...bahwa surat tersebut pada intinya menjelaskan mengenai surat undangan
RUPS LB yang dibuat oleh TERGUGAT Il melalui TERGUGAT V tertanggal 4
Februari 2016 adalah tidak sah dan illegal karena melanggar ketentuan
didalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo.
Akta Pendirian Dasar Perseroan.

Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
menyebutkan :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga
dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah
yang lebih kecil”

Pasal 79 ayat (5) menyebutkan :

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima”

Bahwa Dasar hukum tersebut diatas akan terpenuhi jika memang
PENGGUGAT secara sah menjabat menjadi direktur utama sebagaimana
ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Pasal 11 ayat (3) AD akta pendirian PT. Modular Alkesindo.
Namun pada faktanya undangan RUPS LB vyang diselenggarakan oleh
TERGUGAT Il melalui TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah masa
dimana telah terjadi kekosongan jabatan direksi sejak tanggal 1 Februari
2016, sehingga undangan RUPS dan pelaksanaan RUPS yang diadakan oleh
TERGUGAT Il adalah sah secara hukum serta tidak melanggar AD
perusahaan dan UU Perseroan Terbatas.

Justru surat undangan RUPS yang diadakan oleh PENGGUGAT dengan
mengatasnamakan direktur utama PT. Modular Alkesindo kepada PARA
TERGUGAT sebagai berikut :
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1. Surat ditujukan kepada TERGUGAT |l tertanggal 4 Februari 2016 dari
PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dengan
memakai Kop surat PT. Modular Alkesindo, Perihal Panggilan RUPS LB
PT. Modular Alkesindo, dengan agenda RUPS LB pada tanggal 19
Februari 2016;

2. Surat ditujukan kepada TERGUGAT V sebagai kuasa TERGUGAT I
(pemegang saham 75%) dari PENGGUGAT dengan mengatasnamakan
Direktur Utama dan memakai Kop Surat PT. Modular Alkesindo, Perihal
Tanggapan atas surat-surat dari kuasa komisaris dan pemegang saham
tertanggal 16 Februari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016, yang
mana isi surat tersebut juga terdapat undangan RUPS LB pada tanggal 19
Februari 2016;

3. Surat ditujukan kepada TERGUGAT Il dari PENGGUGAT dengan
mengatasnamakan Direktur Utama dan memakai Kop surat PT. Modular
Alkesindo, No. Surat 003, Perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS
LB PT. Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LB
diadakan pada tanggal 5 April 2016.

Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuat

oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dan

menggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karena
pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur

Utama pada PT. Modular Alkesindo sejak tanggal 1 Februari 2016 masa

jabatan PENGGUGAT sebagai Direktur Utama telah selesai dan tidak ada

perpanjangan masa jabatan melalui mekanisme RUPS. Dengan demikian
tindakan PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan tindakan melawan
hukum serta melanggar aturan AD PT. Modular Alkesindo dan melanggar UU

No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Disamping itu mengapa PENGGUGAT baru akan mengadakan RUPS

Tahunan dan RUPS LB pada tahun 2016 yang mana masa jabatannya telah

selesai, sedangkan selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai Direktur Utama

tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan sama sekali meskipun

TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il telah mengingatkan kepada PENGGUGAT

tetapi tidak pernah dihiraukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama PT. Modular

Alkesindo tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan yang sifatnya wajib

diadakan setiap tahunnya meskipun telah diingatkan oleh TERGUGAT Il dan

TERGUGAT Ill sebagaimana Pasal 78 UU No0.40 tahun 2007 tentang

Halaman 38 dari 100 halaman Put. N0.467/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas. RUPS tahunan membahas laporan tahunan suatu

perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas pokok-pokok sebagai

berikut :

a. Laporan keuangan;

b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;

c. Laporan pelaksaan tanggung jawab social dan lingkungan;

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan perseroan;

e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris;

f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagaimana pendapat hukum Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya

Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 315 — 316 ,

menyebutkan sebagai berikut :

“ ...Setiap perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun

kalender. Ketentuan itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan

pada semua Negara seperti yang dikatakan Walter Coon, Every Company

must hold an annual general meeting once every calendar year.

Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative
(mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib’.
Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas
jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6(enam)
bulan setelah tahun buku berakhir.”

Demikian pula dengan Agenda RUPS yang di buat oleh PENGGUGAT dalam
suratnya tertanggal 5 April 2016 yang isi nya :
1. RUPS Tahunan :
- Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Tahun Buku 2016
- Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya
(acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris.
- Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk Tahun
Buku 2015.
2. RUPS LB
- Penawaran Penjualan Saham milik Rinaldi Nur Ramli
- Perubahan atas Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
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- Membicarakan tentang kelanjutan karyawan Perseroan.

- Hal-hal yang dianggap perlu dan disepakati bersama.

Dari Agenda RUPS terlihat jelas bahwa PENGGUGAT dengan
kelicikannya mencoba mengelabui TERGUGAT Il, TERGUGAT Il dan
TERGUGAT V yang mewakili TERGUGAT I dengan membuat Agenda

RUPS yang hanya akan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku

2016. Bagaimana mungkin PENGGUGAT hanya menyampaikan Laporan
Keuangan Tahun Buku 2016 yang hanya berjalan 1 (satu) bulan,
sedangkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011, 2012, 2013, 2014, dan
2015 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (Audited) tidak pernah
dilaporkan? Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa PENGGUGAT
menutupi dan menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan selama
PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama (periode 1 Feb 2011-1
Feb 2016).

Begitu juga dengan agenda RUPS Tahunan berikutnya (Pemberian
Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquiet de

charge) kepada Direksi dan Komisaris) adalah bukan merupakan

wewenang PENGGUGAT, karena itu adalah wewenang Komisaris untuk

menilai apakah Laporan Keuangan yang disampaikan dapat diterima atau
ditolak; Dan bagaimana akan menilai jika TIDAK ADA Laporan Keuangan
Audited yang dilaporkan?
Demikian pula agenda untuk (Penetapan Penggunaan dan Pembagian
Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015), merupakan hal yang aneh
karena Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang di audit oleh kantor
Akuntan Publik tidak pernah dilaporkan. Bagaimana akan mengetahui
berapa besarnya laba (atau rugi) jika tidak ada Laporan Keuangan yang
audited?
Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PENGGUGAT tidak pernah
melaksanakan tugasnya dan mengadakan RUPS Tahunan, justru ketika masa
jabatannya telah selesai malah membuat RUPS Tahunan dan RUPS LB yang
dasar nya adalah cacat hukum, karena tindakan illegal PENGGUGAT tersebut
membenarkan TERGUGAT |, TERGUGAT Il dan TERGUGAT V yang
mewakili TERGUGAT Il tidak menghadiri surat penggilan undangan RUPS
PENGGUGAT
Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi dinyatakan dalam dalil
gugatannya pada angka 25 halaman 12 yang menyatakan bahwa dirinya
(PENGGUGAT) telah membuat laporan keuangan tertanggal 14 April 2016
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dengan bantuan akuntan independen adalah akal-akalan PENGGUGAT untuk
menyiasati seakan-akan PENGGUGAT telah melaksanakan tugasnya selama
5 (lima) tahun menjabat sebagai seorang Direktur Utama dengan membuat
laporan laba rugi perusahaan tahun periode 2011-2015 dan laporan
pertanggung jawaban yang menyatakan laporan keuangan secara garis besar
adalah suatu bentuk kelicikan PENGGUGAT dan dilandasi itikad tidak baik.
Dan faktanya, Laporan Keuangan yang disampaikan PENGGUGAT TIDAK
dibuat oleh Kantor Akuntan Publik. Kalaupun menggunakan Kantor Akuntan
Publik, maka (sesuai UU PT No. 40/2007) yang menunjuk Kantor Akuntan
Publik adalah Komisaris, bukan PENGGUGAT.

Jika PENGGUGAT mempunyai itikad baik dalam menjalankan perusahaan

PT.Modular Alkesindo seharusnya laporan keuangan dan
pertanggungjawaban  PENGGUGAT sebagai  pimpinan  perusahaan
dilaksanakan pada suatu rapat setiap tahunnya yaitu laporan keuangan dan
laporan pertanggung jawaban tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang
mana tindakan PENGGUGAT tidak sesuai Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa karena undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan oleh
PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan kewenangan pada
perusahaan yang mana tindakan PENGGUGAT menyelenggaran RUPS LB
dan Tahunan tersebut merupakan tindakan illegal dan cacat hukum, karena
masa jabatan PENGGUGAT telah selesai sehingga membenarkan
TERGUGAT Il dan lll tidak hadir dalam undangan RUPS tersebut.

Bahwa Undangan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT Il yang diwakili
oleh TERGUGAT V sebagai pemegang saham mayoritas (75%) telah sesuai

dengan mekanisme yang disebutkan AD Pendirian PT. Modular Alkesindo dan
UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT Il pada tanggal 18 April
2016 di Restoran Paddzi JI. Cilandak Raya 101, Jakarta Selatan melalui
kuasanya TERGUGAT V vyang mana dalam RUPS LB tersebut tidak
mengurangi hak dari PENGGUGAT selaku pemegang saham 25% telah
diundang dengan surat tertanggal 30 Maret 2016 adalah sesuai dengan
mekanisme pemanggilan yang diatur oleh AD PT. Modular Alkesindo dan UU
No.40 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam keputusan RUPS LB tersebut telah sesuai dengan Pasal 10
ayat (1) AD Perseroan dengan dihadiri pemegang saham 75% melalui

kuasanya yakni TERGUGAT V, sehingga rapat tersebut adalah sah dan
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mengikat secara hukum atas segala hal yang dibahas dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam akta No. 9 tertanggal 22 April

2016 Notaris Vidhya Shah, SH./TURUT TERGUGAT menghasilkan keputusan

sebagai berikut :

1. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yaitu TERGUGAT V sebagai
Direktur dan TERGUGAT Il sebagai Komisaris;

3. Menyelesaikan secara hukum mengenai permasalahan jika terdapat
penyimpangan penggunaan keuangan dan asset-aset perusahaan oleh
PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak
tahun 2011 sampai dengan serah terima direksi yang baru;

4. Melakukan Audit terhadap asset-aset/keuangan perseroan dengan Auditor
yang ditunjuk oleh pemegang saham/Komisaris;

5. Membebaskan perseroan, pemegang saham, direktur dan dewan
komisaris atas hutang perseroan selama PENGGUGAT menjabat sejak
tahun 2011 sampai dengan serah terima direksi yang baru menjadi
tanggung jawab pribadi PENGGUGAT.

Bahwa meskipun RUPS LB tersebut tidak dihadiri oleh PENGGUGAT yang

telah diundang dengan surat panggilan secara sah, maka keputusan rapat

tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum karena mencapai kuorum
dan sesuai dengn AD Perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

10.Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana angka 31 sampai dengan

angka 33 yang mana dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan justru

PENGGUGAT memutarbalikan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa dengan telah dilakukannya RUPS LB oleh TERGUGAT Il melalui

kuasanya TERGUGAT V dengan tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT meskipun

telah dipanggil secara sah tetapi PENGGUGAT tidak menghadiri RUPS LB
dan tidak menggunakan haknya dalam rapat tersebut, maka kemudian
dengan itikad baik TERGUGAT |II melalui kuasa hukumnya telah

menyampaikan hasil keputusan RUPS LB tanggal 18 April 2016 tersebuit.

Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan RUPS LB yang
diadakan oleh TERGUGAT |l adalah cacat hukum hanya karena
PENGGUGAT tidak hadir dalam rapat tersebut meskipun telah dipanggil
secara sah, dengan mengatakan bahwa TERGUGAT IV tidak menghargai
jerih  payah PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama,
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sementara PENGGUGAT sendiri banyak menyalahgunakan wewenang dan
jabatannya sebagai Direktur Utama. Bahkan tindakan PENGGUGAT selama
menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama bertentangan dengan AD dan
UU Perseroan Terbatas, PENGGUGAT bertindak untuk memperkaya diri
sendiri dengan mengeruk asset-aset perseroan, menggelapkan asset
perusahaan, tindakan PENGGUGAT dalam menjalin hubungan dengan
produsen PT. Modular Alkesindo lebih banyak berperan dengan
mengatasnamakan pribadi PENGGUGAT sendiri bukan dengan atas nama
Perseroan, tindakan PENGGUGAT yang nepothisme terhadap perekrutan
karyawan perusahaan lebih banyak dari keluarga PENGGUGAT sendiri yang
mana memperbanyak SDM tanpa jelas tugasnya untuk apa sehingga tindakan
tersebut justru banyak merugikan keuangan TERGUGAT I/ perseroan tanpa
mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Bahwa TERGUGAT |, dan V dikagetkan dengan informasi mengenai asset
perusahaan yang mencapai Rp.21.000.000.000.,-(dua puluh satu milyard
rupiah) sebagaimana dalil gugatannya pada angka 33 halaman 14, yang
mana selama PENGGUGAT menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama
tidak pernah memberikan informasi atau laporan mengenai perkembangan
asset-aset TERGUGAT |, maka TERGUGAT |, dan V mensomir agar

PENGGUGAT untuk membuktikan aset-aset perusahaan yang mencapai

Rp.21.000.000.000,-(dua puluh satu miliard rupiah) tersebut, melalui Laporan

Audit Forensik yang dilakukan oleh Auditor Independen.

11.Bahwa seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 34 sampai
dengan angka 39 yang menyatakan TERGUGAT V melakukan perbuatan
melawan hukum adalah tidak benar, bahkan hal yang dinyatakan tersebut
adalah suatu kebohongan dan justru tindakan PENGGUGAT sendiri selama
lima tahun menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan TERGUGAT |
banyak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan meyalah
gunakan jabatan dan wewenang.
Bahwa RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT Il melalui kuasanya
TERGUGAT V dengan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Vidhya
Shah,SH/TURUT TERGUGAT No0.03 tertanggal 18 Maret 2016 tersebut
dibuat pada saat TERGUGAT Il berada di Indonesia. Baik panggilan RUPS
LB yang dilakukan oleh TERGUGAT Il melalui kuasanya adalah sah dan
sesuai dengan ketentuan AD dan UU perseroan Terbatas, serta keputusan
rapat RUPS LB tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan

dalam AD dan UU No. 40 tahun 2016 tentang perseroan Terbatas. Maka
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tindakan TERGUGAT Il dalam menyelenggarakan RUPS LB tersebut adalah

sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan

oleh PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 34 banyak

melempar tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada pihak lain yakni

kepada TERGUGAT Il sebagai dewan komisaris dan TERGUGAT Il selaku

Direktur, selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama telah

mengawasi bahkan memberikan nasehat dengan mengingatkan agar

PENGGUGAT melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 100 UU No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun nasehat tersebut tidak

diindahkan sama sekali dan justru malah PENGUGAT memberikan janji-janiji
akan melaksanakan tugas tersebut yang kemudian pada faktanya jani
melaksakan tugas tersebut tidak dilaksanakan sampai masa jabatan

PENGGUGAT habis.

Bahwa PENGGUGAT sendiri yang banyak melakukan perbuatan melawan

hukum dalam melaksanakan jabatannya sebagai Direktur Utama, diantaranya

sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT selama 5 (lima) tahun tidak pernah melaporkan
keuangan, asset-aset perusahaan, laporan laba rugi, perkembangan
karyawan, bahkan pada saat TERGUGAT V mengingatkan agar
PENGGUGAT melaksanakan tugasnya malah PENGGUGAT kemudian
menyembunyikan seluruh  dokumen-dokumen perusahaan terkait
keuangan perusahaan, nama-nama produsen dan pihak yang bekerja
sama dengan TERGUGAT |;

b. PENGGUGAT mengelapkan seluruh asset-aset perusahaan, yaitu fasilitas
TERGUGAT | yang berupa kendaraan roda empat dan roda dua sampai
saat ini masih dalam penguasaan PENGGUGAT tanpa hak dan melawan
hukum, yang mana kendaraan tersebut adalah asset TERGUGAT |;

c. Tindakan PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT | yang terletak di
Ruko Angsana Park Blok W JI. Angsana No.1 Rawajati Pejaten Timur
Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diketahui oleh TERGUGAT I, Ill, IV
dan V Sekitar bulan Mei 2016 sampai saat ini adalah tindakan perbuatan
melawan hukum, yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut berakibat
lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis TERGUGAT | secara total dan termasuk
merugikan seluruh karyawan yang bekerja kepada TERGUGAT |I;

d. PENGGUGAT menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai

Direktur Utama dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan buku rekening
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BCA KCP Arkadia Rek. No. 540 545 8800 a.n TERGUGAT I, ATM dan
buku rekening BCA KCP Pejaten Rek. No. 718 023 1557 a.n
PENGGUGAT atau TERGUGAT Ill, ATM dan buku rekening BIl KCP
Simatupang Rek. No. 214 200 3409 a.n TERGUGAT | yang dalam
penguasaannya selama lima tahun, yang mana fasilitas tersebut
dipergunakan oleh PENGGUGAT tanpa ada tanggung janab sama sekali,
karena ATM dan Rekening Bank sebagaimana tersebut diatas merupakan
milik TERGUGAT | yang dipergunakan sebagai tempat lalu lintas transaksi
bisnis perusahaan TERGUGAT | dan penggunaan uang tersebut oleh
PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan kepada TERGUGAT I, Il dan IIl.
Bahwa tindakan TERGUGAT Il yang diwakili TERGUGAT V menghadiri
RUPS LB adalah tindakan yang sah dan bukan merupakan perbuatan
melawan hukum.
Bahwa tindakan TERGUGAT IV atas permintaan TERGUGAT II meminta
kepada PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan pada posisi di bagian
keuangan adalah tindakan yang wajar dan tidak melawan hukum, karena
tindakan tersebut disebabkan adanya kebutuhan TERGUGAT | yang pada
saat itu membutuhkan seseorang yang dapat membantu managemen
keuangan perusahaan yang sangat amburadul dan tidak tertata dengan baik.
Bahwa tindakan TERGUGAT I, IV dan V selaku kuasa TERGUGAT I
mendatangi kantor TERGUGAT | adalah tindakan yang sah karena
TERGUGAT Il melalui kuasanya TERGUGAT V dan TERGUGAT Il adalah
pemegang saham dan dewan komisaris TERGUGAT |, sehingga tindakan
mendatangi kantor TERGUGAT | adalah tindakan yang dibenarkan oleh
hukum dan bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana
disebutkan PENGGUGAT pada 38 dalil gugatan a quo.
12.Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi disebutkan dalam dalil
gugatannya angka 40 halaman 15 yang menyatakan bahwa selama
PENGGUGAT sebagai Direktur Utama ia telah banyak menggunakan
uangnya sendiri untuk biaya perjalanan ke luar kota dan keluar negeri sebesar
uang Rp. 2.151.955.895,- (dua milyard seratus lima puluh satu juta sembilan
ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) adalah
suatu kebohongan dan merupakan bentuk kegiatan PENGGUGAT untuk
mencari keuntungan terhadap TERGUGAT |, Il dan ll. Sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar Perusahaan, setiap pinjaman HARUS mendapatkan
persetuyjuan dari Komisaris. Dan faktanya, TIDAK ADA sama sekali

permohonan apalagi persetujuan dari Komisaris terhadap pinjaman seperti
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yang disampaikan PENGGUGAT diatas, dan oleh karena nya itu merupakan
tanggung jawab PENGGUGAT sendiri.
Memang selama PENGGUGAT menjadi direktur utama pada perusahaan
TERGUGAT | tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Bank, tetapi
perlu mengingatkan kembali kepada PENGGUGAT bahwa selama
menjalankan perusahaan TERGUGAT |, TERGUGAT Il sering meminjami
modal PENGGUGAT uang untuk menjalankan perusahaan TERGUGAT |
PENGGUGAT meminjam uang 120.000 $ USA kepada TERGUGAT III.
Bahwa itikad baik TERGUGAT Il terlihat dengan upayanya yang seringkali
meminjami uang modal perusahaan yang diminta oleh PENGGUGAT, akan
tetapi PENGGUGAT tidak pernah membagikan keuntungan deviden kepada
TERGUGAT Il selaku pemegang saham 75%, yang ada justru TERGUGAT Il
dan Il mempunyai inisiatif agar dilakukan pembagian keuntungan penjualan
sekitar tahun 2013 sebesar uang Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah)
kepada TERGUGAT Il selaku pemegang saham 75% dan Rp.25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham
25% perusahaan TERGUGAT |. Selain keuntungan tersebut PENGGUGAT
tidak pernah ada pembagian deviden sampai dengan tahun 2016, yang mana
tidak sesuai pernyataannya (PENGGUGAT) pada sekitar tahun 2012
keuntungan perusahaan TERGUGAT | adalah mencapai Rp. 4.000.000.000,-
(empat milliar rupiah).

13.Bahwa Bonus perusahaan atau gaji Direktur Utama sebagaimana yang
diminta oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 41 sebesar uang
Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah dibahas
dalam suatu keputusan rapat selama 5 (lima)tahun. Besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi sebagaimana yang dituntutkan oleh PENGGUGAT

haruslah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, hal tersebut sesuai

dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
yang menyebutkan

“Ketentuan tentang besarya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan RUPS”

Maka berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, perlu ditegaskan bahwa
selama lima tahun sejak berdirinya TERGUGAT | yakni sejak tanggal 1
Februari 2011 hingga saat ini belum ada satupun suatu keputusan yang
membahas dan menetapkan besarnya gaji atau tunjangan untuk Direktur
Utama sebagaimana apa yang dituntutkan oleh PENGGUGAT. Jika

PENGGUGAT menuntut dengan membuat daftar bonus/gaji selama
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PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama maka seharusnya
PENGGUGAT juga memberikan daftar gaji atau bonus kepada TERGUGAT Il
sebagai direktur, bukan malah membuat daftar gaji atau bonusnya sendiri
dengan tidak menghiraukan hak yang lainnya (TERGUGAT III).

14. Bahwa TERGUGAT |, dan V menolak dengan tegas tuntutan kerugian Materil
dan imaterii PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya pada angka 42
halaman 16 adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Tuntutan
kerugian materil sebesar Rp. 2.601.955.895.,(dua milyard enam ratus satu
juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima
rupiah) adalah suatu tuntutan yang didasari niat mencari keuntungan semata.
Kerugian tersebut tidak didasari oleh bukti yang konkret bahkan terkesan
sengaja dibuat-buat oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT |, dan V menolak tuntutan kerugian imateriil yang didalilkan
PENGGUGAT adalah tidak masuk akal, dengan menuntut kerugian sebesar
uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang jelas-jelas
merupakan kegiatan PENGGUGAT untuk mencari keuntungan, apalagi

dengan menggunakan dasar nama baik PENGGUGAT sendiri adalah telah

jelas-jelas  mengakui bahwa selama ini  PENGGUGAT menjalankan

jabatannya sebagai Direktur Utama lebih menonjolkan dirinya sendiri/

kepentingan pribadi dari pada perseroan, Para karyawan dan terganggunya

operasional perusahaan adalah tidak masuk akal, justru tindakan
PENGGUGAT sendiri_yang telah menyegel kantor TERGUGAT | secara
melawan hukum dan membuat para karyawan dan operasional perusahaan

lumpuh dan tidak beraktifitas kembali; merupakan perbuatan yang sangat
merugikan TERGUGAT | dan TERGUGAT |l selaku pemegang saham 75%,
Sehingga tuntutan kerugian materiil dan imateril yang mintakan PENGGUGAT

haruslah ditolak.

15.Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 43 halaman 17 sampai
dengan halaman 18 meminta kepada majelis hakim untuk meletakan sita
jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik
perusahaan, Tagihan Piutang kepada Pihak ketiga, Persediaan stock implant
perusahaan TERGUGAT |, Inventarisasi kantor TERGUGAT | adalah
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa ketentuan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslag) pada Pasal
227 ayat (1) yang menyatakan :
“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang,

selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang
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mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan

atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan

maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat

permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan dapat _hukum_
perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang
memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan
menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk
memajukan dan menguatkan gugatannya”

Bahwa berdasarkan kententuan hukum tersebut diatas, maka syarat-syarat
untuk dapat dipenuhi dalam permohonan sita jaminan oleh PENGGUGAT
tidak terpenuhi karena seluruh asset-aset perusahaan yang dimintakan sita
jaminan oleh PENGGUGAT tidak ada pada TERGUGAT |, dan V justru
barang-barang tersebut telah digelapkan dan saat ini _masih dalam
penguasaan PENGGUGAT secara melawan hukum. PENGGUGAT

menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT | yang seharusnya
dipergunakan oleh perusahaan TERGUGAT | untuk operasional perusahaan
dan para karyawan TERGUGAT |I.
Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT yang telah menggelapkan barang-
barang bergerak perusahaan, menyegel kantor perusahaan TERGUGAT |
berserta sertifikat bukti kepemilikan kantor TERGUGAT | berupa SHGB No.
286 atas nama TERGUGAT | berakibat lumpuhnya secara total perusahaan
TERGUGAT | dan menderita kerugian yang banyak, sehingga oleh karena
tindakan PENGGUGAT tersebut maka permohonan sita jaminan
PENGGUGAT tidak layak dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

16.Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 44 halaman 18
meminta Majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan blokir rekening
perusahaan TERGUGAT | dengan dengan dasar TERGUGAT | telah
melakukan pengambilan uang atas rekening-rekenig tersebut adalah suatu hal
yang tidak beralasan hukum, bagaimana mungkin TERGUGAT | dapat
melangsungkan operasional perusahaan apabila seluruh rekening yang
sebagai alat transaksi perusahaan dilakukan blokir yang berakibat pada
lumpuhnya secara total aktifitas TERGUGAT | yang mendatangkan kerugian
sangat besar bagi TERGUGAT |, TERGUGAT Il selaku pemegang saham
mayoritas serta Para Karyawan TERGUGAT | tidak dapat bekerja. Bahwa
karena permohonan blokir PENGGUGAT tersebut adalah akal-akalan
PENGGUGAT yang tidak berikad baik, Maka berdasarkan hal tersebut majelis

Halaman 48 dari 100 halaman Put. N0.467/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim patut untuk menolak seluruh permohonan penetapan blokir rekening
yang dajukan PENGGUGAT.
17.Bahwa tuntutan Provisionil PENGGUGAT sebagaimana pada angka 45 huruf

a sampai dengan huruf f patut untuk ditolak karena tuntutan provisional yang

dimaksudkan oleh PENGGUGAT telah mengenai pokok perkara.
Sebagaimana Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 bahwa

tuntutan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Bahwa tuntutan Provisional dalam perkara a quo tidak berdasarkan ketentuan
hukum yang tepat maka tuntutan tersebut layak untuk tidak dipertimbangkan.
Bahwa tuntutan dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan oleh
PENGGUGAT sebagaimana huruf F bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku, tuntutan tersebut adalah mengada-ada dan tidak patut
dipertimbangkan.

18.Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT agar penetapan dan putusan
dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya
hukum dalam bentuk apapun dari TERGUGAT |, dan V adalah tidak beralasan
hukum yang tepat, oleh karena tidak ada hal yang mendesak, maka tuntutan
yang demikian patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT |, dan V selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Rekonvensi |, dan PENGGUGAT Rekonvensi Il dengan ini mengajukan gugatan

Rekonvensi terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi/Tn. Rinaldi Nur Ramli

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi.

PENGGUGAT Rekonvensi VTERGUGAT |, dan PENGGUGAT Rekonvensi |l

TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil,

fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi

secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa selama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai
Direktur Utama di perusahaan TERGUGAT | sejak tanggal 1 Februari 2011
sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 tidak pernah melaksanakan tugas
kewajibannya dengan baik sebagaimana Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;

2. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT Rekonvensi VTERGUGAT Il selaku
Dewan Komisaris dan PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT Il selaku
Direktur juga telah mengingatkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/

PENGGUGAT agar melakukan tugas kewajibannya dengan baik yaitu dengan
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mengadakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan perusahaan setiap

tahun dengan standart akutansi keuangan dengan audit dari kantor akuntan

publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan
karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifitas bisnis
perusahaan. Namun nasehat PENGGUGAT Rekonvensi | dan WTERGUGAT

I dan Il tersebut tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT

Rekonvensi/PENGGUGAT ;

3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 sebelum gugatan a quo diajukan oleh
TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT, TERGUGAT Rekonvensi telah
melakukan tindakan menutup kantor TERGUGAT I/ PT. Modular Alkesindo
dengan cara menyegel pintu utama kantor TERGUGAT | secara sepihak yang
mengakibatkan lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis perusahaan TERGUGAT |
dan mengakibatkan para karyawan perusahaan TERGUGAT | tidak dapat
menjalankan aktifitasnya sampai dengan saat ini;

4. Bahwa disamping tindakan penyegelan kantor TERGUGAT |, TERGUGAT
Rekonvensi juga menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT | yang
berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan
TERGUGAT | yang berupa:

» Barang-barang bergerak, sebagai berikut :

a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B
1250 TzZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT | No.BPKB
111355759;

b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver
metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : |-
01740137;

c. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B
3539 TPF atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263021;

d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan
No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263025;

e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan
No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (isti TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;

f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan
No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : F8441551G;
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g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol:
3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB :
K-00181465:

» Barang tidak bergerak berupa :

Kantor TERGUGAT | yakni tanah dan bangunan Ruko tiga lantai yang
terletak di Komplek Angsana Park Blok W JI. Angsana No.1, Rajawali,
Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beserta dokumen
kepemilikan ruko yang berupa serifikat hak guna bangunan No. 286 atas
nama TERGUGAT |.

» Dokumen-dokumen tagihan atau piutang kepada rumah sakit sejak
TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama
sampai sekarang selama lima tahun mulai dari bulan Februari 2011 sampai
saat ini;

5. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima tahun
sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan
perusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan audit dari
kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai
perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifias
bisnis perusahaan, dan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
menyegel kantor TERGUGAT | dan mengelapkan seluruh aset-aset
perusahaan TERGUGAT | sebagaimana point 3 gugatan rekonvensi tersebut
diatas adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT terhadap PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT
| yang telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT Rekonvensi
VTERGUGAT | berupa penghasilan perusahaan sekitar Rp.500.000.000,-(lima
ratus juta rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan yaitu Rp.5.000.000.000,-
(lima miliard rupiah) dengan berdasar pada penyataan TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT kepada PENGGUGAT Rekonvensi; bahwa
TERGUGAT yang menyatakan keuntungan PT. Modular Alkesindo tahun
2012 telah mencapai Rp.4.000.000.000,-(empat milliard) terhitung sejak bulan
Februari 2016 sejak PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan
PENGGUGAT Rekonvensi IWTERGUGAT V meminta pertanggung jawaban
kepada TERGUGAT Rekonvesi/PENGGUGAT;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT vyang telah
menggelapkan seluruh aset-aset TERGUGAT | telah dilaporkan kepada Polisi
oleh PENGGUGAT Rekonvensi Il / TERGUGAT V dengan Laporan Polisi di
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Polda Metro Jaya No. TBL.2260/V/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10

Mei 2016 dan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan No.

LP/800/K/V/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 18 Mei 2016 yang saat ini masih

dalam tahap proses penyelidikan;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah memenuhi
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH
Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian itu.”

8. Bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah mencemarkan nama
baik PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan PENGGUGAT
Rekonvensi  IWTERGUGAT V, vaitu dengan cara menjelek-jelekan
PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan PENGGUGAT Rekonvensi
IWTERGUGAT V dan membangun opini seakan-akan TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT telah didzalimi oleh PENGGUGAT Rekonvensi
VTERGUGAT | dan PENGGUGAT Rekonvensi IWTERGUGAT V kepada pihak
ketiga khususnya jaringan dokter dan rumah sakit , sehingga akibat perbuatan
sebagaimana point 2 sampai dengan 5 dalil gugatan Rekonvensi tersebut
diatas,kemudian PENGGUGAT  Rekonvensi ITERGUGAT | dan
PENGGUGAT Rekonvensi WTERGUGAT V mengalami kerugian materiel dan
imateriel sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

Kerugian Materil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan TERGUGAT |

yang mana PENGGUGAT Rekonvensi | merupakan badan hukum yang sah

dan mempunyai pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia, telah
kehilangan pendapatan perusahaan yang dimulai sejak Februari 2016 hingga
saat ini sebesar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap
bulannya, selama sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp.10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah);

Kerugian Immateriel :

A. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/
PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan hubungan
relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan PENGGUGAT
Rekonvensi IWTERGUGAT V, beban mental yang sangat luar biasa yang
mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran, yang seharusnya

dipergunakan untuk aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras
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akibat adanya gugatan a quo yang diajukan oleh TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh
miliyar rupiah);

B. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/
PENGGUGAT vyang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis
(opportunity loss) dari lumpuhnya kegiatan perusahaan PENGGUGAT
Rekonvensi I TERGUGAT |, karena disegelnya kantor oleh TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sejak 11 Mei 2016, dengan hilangnya
kepercayaan dari Produsen (pemasok) serta pelanggan, senilai uang Rp.
50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

9. Bahwa oleh karena terbukti tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan
oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT semasa menjabat sebagai
Direktur Utama pada Perusahaan PT.Modular Alkesindo/ TERGUGAT | serta
menguasai seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo dengan
cara-cara yang melawan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi
keberlanjutan PT.Modular Alkesindo PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT
| dan PENGGUGAT Rekonvensi I'TERGUGAT V memohon dilakukan sita
jaminan atas :

A. rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang
terletak di JI. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6
Lenteng Agung, Jagakarta, Jakarta Selatan;

B. Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.

DALAM PROVISI
10.Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi IVTERGUGAT | dan PENGGUGAT
Rekonvensi IWTERGUGAT V juga memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk segera menjatuhkan

putusan Provionil, sebagai berikut :

a. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk
membuka kantor perusahaaan PT.Modular Alkesindo yang telah disegel
yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W JI, Angsana No.1 Rajawali
Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/lPENGGUGAT untuk
mengembalikan dokumen kepemilikan atas Ruko TERGUGAT | yang
berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT I
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c. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk
mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo baik
yang berupa barang-barang bergerak, sebagai berikut :

1. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol:
B 1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT | No.BPKB
111355759;

2. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna
siver metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : -01740137;

3. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam,
No.Pol: B 3539 TPF atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263021;

4. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011
dengan No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-
02263025;

5. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau
dengan No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (isti TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;

6. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam
dengan No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : F8441551G;

7. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol:
3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : K-00181465.

d. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk
mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT.
Modular Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal
1 Februari 2016; dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa
terkecuali.

e. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk
mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular Alkesindo;

11.Bahwa untuk menjamin  TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT mematuhi
dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka PENGGUGAT

Rekonvensi ITERGUGAT | dan PENGGUGAT Rekonvensi IWTERGUGAT V,

mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara untuk menghukum

TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar uang paksa (dwangsom)

kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo;
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12.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas
dan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa segala penetapan dan
putusan dalam perkara a quo dapat disamakan terlebih dahulu meskipun ada
perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij Vooraad).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT |, dan V sampaikan, dengan ini

TERGUGAT |, dan V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk

berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT |, dan V untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat terima (niet ontvankelijk).

DALAM PROVISI

Dalam Konvensi

3. Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

4. Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT membayar
uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

harinya.

Dalam Rekonvensi

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
membuka kantor perusahaaan PT.Modular Alkesindo/TERGUGAT | yang
telah disegel yang terletak di Ruko Angsana Park Blok W JI, Angsana No.1
Rajawali Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan  dokumen  kepemilikan atas Ruko PT. Modular
Alkseindo/TERGUGAT | yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286
atas nama TERGUGAT |;

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/lPENGGUGAT  untuk
mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo berupa
barang-barang bergerak, sebagai berikut :

a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B
1250 TzZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT | No.BPKB
111355759;

b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver
metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : |-
01740137;

¢. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B
3539 TPF atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263021;
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d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan
No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263025;

e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan
No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (isti TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;

f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan
No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : F8441551G;

g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol:
3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB :
K-00181465;

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT. Modular
Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari
2016; dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa terkecuali.

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular
Alkesindo/TERGUGAT |

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT |, dan V tidak terbukti melakukan Perbuatan

Melawan Hukum;

3. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT I, Il dan V di
Restoran Paddzi, JI. Cilandak Raya No0.101 Jakarta Selatan tertanggal 18
April 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;

5. Menyatakan segala hasil keputusan dalam RUPS LB tertanggal 18 April 2016
Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Perseroan,
Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris serta pihak ketiga lainnya;

6. Menyatakan akta No0.9 tertanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT
TERGUGAT Sah dan mengikat secara hukum;

7. Menolak tuntutan untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun
Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT;

8. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT baik
barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, tagihan atau piutang kepada
pihak ketiga, persediaan stock implants dan instrument per 14 April 2016,
Inventarisasi Kantor milik TERGUGAT |I;
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9. Menolak putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;
DALAM REKONVENSI
1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima
tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan perusahaan
setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan dengan audit dari kantor
akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai
perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam aktifias
bisnis perusahaan, tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
menyegel kantor TERGUGAT | dan mengelapkan seluruh aset-aset
perusahaan TERGUGAT | merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum
Pasal 1365 KUH Perdata;

3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar kerugian
yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan
PENGGUGAT Rekonvensi IWTERGUGAT V yang besarnya dengan rincian
sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

a. Kerugian Materil yang berupa Ilumpuhnya aktifitas perusahaan
TERGUGAT | yang mana PENGGUGAT Rekonvensi | merupakan
badan hukum yang sah dan mempunyai pelanggan yang tersebar di
seluruh Indonesia, telah kehilangan pendapatan perusahaan yang
dimulai sejak Februari 2016 hingga saat ini sebesar uang Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh
10 bulan vyaitu sebesar uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah);

Kerugian Immateriel :

b. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/
PENGGUGAT vyang mengakibatkan rusaknya nama baik dan
hubungan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan
PENGGUGAT Rekonvensi IWTERGUGAT V, beban mental yang
sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan
pikiran, yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang lebih
penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang
diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp.
10.000.000.000,-(sepuluh miliyar rupiah);
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c. Kerugian Immateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/
PENGGUGAT vyang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis
(opportunity loss) dari lumpuhnya kegiatan perusahaan PENGGUGAT
Rekonvensi I/ TERGUGAT |, karena disegelnya kantor oleh
TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sejak 11 Mei 2016,
dengan hilangnya kepercayaan dari Produsen (pemasok) serta
pelanggan, senilai uang Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh  milyar
rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan oleh
PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan PENGGUGAT Rekonvensi
IWTERGUGAT V, terhadap rumah dan bangunan milik TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT vyang terletak di JI. Joe, Taman Melati Residence
RT/RW :002/06 Blok A No.6 Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan; dan
Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.

5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada
PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT | dan PENGGUGAT Rekonvensi
I'TERGUGAT V, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam
perkara ini.

6. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun Kkasasi
(uitvoorbaar bij Vooraad).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk membayar

seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan
Tergugat I, ll dan IV telah mengajukan jawaban tertulis, tanggal 24 November
2016, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
e. Gugatan PENGGUGAT Salah Pihak (Error In Persona)
Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya terjadi kesalahan menarik pihak

dalam perkara a quo, PENGGUGAT terkesan memaksakan mengajukan
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gugatan dengan menarik Tn. dr. Jose Rizal Jurnalis sebagai TERGUGAT vV
karena dalam perkara a quo PENGGUGAT menuntut mengenai suatu
permasalahan perusahaan perseroan terbatas PT. Modular Alkesindo, yang
mana Tn. dr. Jose Rizal Jurnalis tidak sama sekali ada dalam struktur jabatan
tersebut maupun bekerja dalam perusahaan tersebut. Bahwa sebagaimana
pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya H Hukum Acara
Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan
Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 111, sebagai berikut :

“... Begitu juga pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, harus orang yang
tepat memiliki kedudukan dan kapasitas....

. Apabila orang yang ditarik sebagai TERGUGAT keliru dan salah,
mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul
atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai PENGGUGAT
maupun ditarik sebagai TERGUGAT, dikualifikasi mengandung error in
persona...”

Maka berdasarkan pendapat hukum tersebut diatas, bahwa dengan ditariknya
drJose Rizal Jurnalis sebagai TERGUGAT IV dalam gugatan a quo yang
tidak mempunyai suatu kedudukan dan kapasitas dalam PT. Modular
Alkesindo adalah merupakan suatu kesalahan pihak atau error in persona,
Sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut layak dinyatakan untuk tidak
diterima.

b.Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (Exceptio Pluritium Consortium)

Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT mempermasalahkan hasil
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2016
dan akta No.9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT
sebagai Notaris mengenai perubahan penggantian direksi dan dewan
komisaris yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham RI yang telah
tercatat dalam daftar perseroan dan diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016,
Sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh direksi baru hasil
RUPS LB tanggal 18 April 2016 telah berkekuatan hukum mengikat secara
internal maupun eksternal/pihak ketiga.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik dan menyertakan Menkumham
dalam gugatannya sebagai pihak yang telah mencatat secara admistrasi
RUPS LB tanggal 18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang
dibuat oleh TURUT TERGUGAT ke dalam daftar perseroan Menteri. Sehingga
dengan tidak diikut sertakannya Menkumham RI sebagai pihak dalam gugatan

a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi kurang pihak (Pluritium
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Consortium) dan gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard).

c.Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT antara posita dan petitumnya terkesan
sangat membingungkan, tidak sinkron, tidak konsisten dan tidak jelas dasar
hukumnya. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan bentuk kesalahan
perbuatan melawan _hukum Para TERGUGAT (TERGUGAT II, Ill dan IV),
justru yang ada malah PENGGUGAT mengakui dan menyebutkan secara
langsung kesalahannya sebagai direktur utama tidak melakukan tugas dan
kewajibannya sebagaimana Undang-undang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar Perusahaan.

d.Gugatan PENGGUGAT Premature (Exceptio Dilatoria)
Bahwa sebelumnya Para TERGUGAT khususnya TERGUGAT 1l dan
TERGUGAT Il telah membuka untuk dilakukan perdamian yaitu dengan cara
PENGGUGAT menyelesaikan tugas kewajibannya sebagai seorang Direktur
Utama PT. Modular Alkesindo dengan memberikan laporan keuangan kepada
TERGUGAT Il pemegang saham 75%, memberikan laporan mengenai
perkembangan perusahaan meliputi perkembangan asset perusahaan,
perkembangan bisnis perusahaan, perkembangan dan manajemen
pegawai/karyawan, perkembangan laba rugi perusahaan dalam bentuk
Laporan Keuangan Tahunan sesuai Standar Akuntansi Indonesia (SAIl) dan
diaudit oleh Auditor Independen;
Bahwa seharusnya PENGGUGAT menyelesaikan tugas dan kewajibannya
tersebut diatas terlebih dahulu yang jelas-jelas secara eksplisit disebutkan di
aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan bukan malah
menuntut hak-hak yang di claim secara sepihak ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.
Bahwa karena kewajiban dan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai seorang
Direktur Utama harus diselesaikan dengan cara yang ada diperusahaan
terlebih dahulu sebagaimana AD/anggaran dasar dan UU No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, dan gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini
adalah Premature , maka gugatan dalam perkara a quo haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima.

e.PENGGUGAT Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi (Perma No.1 Tahun 2016)
Bahwa sejak mediasi pertama pada tanggal 24 Oktober 2016, mediasi kedua
tanggal 31 Oktober 2016 mediasi terakhir tanggal 9 November 2016
PENGGUGAT principal sebagai pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah

Halaman 60 dari 100 halaman Put. No.467/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik untuk hadir dalam upaya mediasi sebagaimana Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
Maka dengan tidak hadirnya secara langsung PENGGUGAT principal dalam
tahap mediasi pengadilan merupakan bentuk itikad tidak baik PENGGUGAT
meskipun PENGGUGAT diwakili oleh kuasa hukumnya, dan PENGGUGAT
telah melanggar Pasal 22 Perma No.l tahun 2016 yang menyatakan sebagai
berikut :
1). Apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses
Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),_gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2)PENGGUGAT vyang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya

Mediasi.
3)Mediator menyampaikan laporan PENGGUGAT tidak beriktikad baik
kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya
Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan
atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
4)Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan
putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai
penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
5)Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada PENGGUGAT dapat
diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh
PENGGUGAT dan diserahkan kepada TERGUGAT melalui kepaniteraan
Pengadilan.
Maka sesuai dengan ketentuan _hukum tersebut diatas, karena pihak
PENGGUGAT principal dari awal mediasi sampai dengan akhir mediasi di

Pengadilan tidak mempunyai itikad baik untuk hadir dalam tahapan mediasi

tersebut, berdasarkan dasar hukum dan perintah Perma No.l1 tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Maka patutlah jika gugatan
PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

01.Bahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV menolak dengan

tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian-uraian yang termuat dalam

surat gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas
diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, lll dan IV;
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02.Bahwa PENGGUGAT secara langsung mengakui dirinya telah purna menjadi
Direktur Utama sebagaimana halaman 1 dalil gugatan a quo dengan
menyatakan sebagai berikut :
“...RINALDI NUR RAMLI, Pemegang saham 25% (dua puluh lima persen)
Saham PT. Modular Alkesindo dan Mantan Direktur Utama PT. Modular
Alkesindo beralamat di JI. Joe, Taman Melati Residence RT/RW: 002/006

Blok. A No.6 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan...”
Maka berdasarkan pernyataan tersebut diatas adalah merupakan pengakuan
secara langsung PENGGUGAT telah purna dan menerima RUPS LB tanggal
18 April 2016 dan akta No. 9 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT
TERGUGAT;

03.Bahwa benar PT. Modular Alkesindo adalah suatu perusahaan perseroan
didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 berdasarkan akta Notaris No. 5 dibuat
dihadapan Periasman Effendi, SH. Notaris di Kota Tangerang yang kemudian
mendapatkan pengesahan Menkumham RI No. AHU-18069 tahun 2011,
tanggal 11 April 2011 sebagaimana angka 1 dalil gugatan a quo;

04.Bahwa TERGUGAT |l Il dan IV menolak dengan tegas dalil gugatan
PENGGUGAT pada angka 2 sampai dengan angka 4 pada halaman 2 sampai
dengan halaman 3, yang menyatakan awal mula didirikannya perusahaan
TERGUGAT | adalah keinginan bersama dengan dasar kekeluargaan antara
TERGUGAT IV dan PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT IV namanya tidak
mau dicantumkan adalah hal tidak benar dan mengada-ada.
Bahwa TERGUGAT IV tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan
TERGUGAT |, hanya saja kebetuan TERGUGAT IV kenal dengan
PENGGUGAT dan membuat suatu perusahaan yang akan dijalankan oleh
keluarga TERGUGAT IV, hal tersebut pun terbukti tidak adanya nama
TERGUGAT IV dalam aktifitas perusahaan TERGUGAT | dan perusahaan
TERGUGAT | dijalankan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT |l dan
PENGGUGAT berdasarkan tugas kewajibannya sesuai dengan porsi
posisinya masing-masing sebagiamana dalil gugatan a quo angka 3.

05.Bahwa TERGUGAT I, Il dan IV menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT
sebagaimana angka 5 halaman 3 yang menyatakan bahwa dirinya
(PENGGUGAT) telah menjalankan fungsinya selaku direktur utama telah
sesuai dengan aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar adalah suatu
kebohongan besar dan mengada-ada.
Justru tindakan PENGGUGAT selama lima tahun sejak diangkat menjadi

Direktur Utama tertanggal 1 Februari 2011 sampai dengan masa jabatannya
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selesai tertanggal 1 Februari 2016 (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT.
Modular Alkesindo) tidak pernah melakukan tugasnya diantaranya tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyampaikan laporan tahunan
keuangan perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, laporan perkembangan
karyawan perusahaan, laporan asset perusahaan, laporan perkembangan
bisnis perusahaan selama menjabat sebagai seorang Direktur Utama
sebagimana aturan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan .
Bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang Direktur khususnya
Direktur Utama PENGGUGAT seringkali menyalahgunakan kewenangannya,
yang mana PENGGUGAT sering kali mengatasnamakan kepentingan
perusahaan untuk urusan pribadinya seperti dengan menggunakan fasilitas-
fasilitas perusahaan, uang perusahaan untuk kebutuhan harian PENGGUGAT
bahkan terbukti dengan adanya salah satu asset perusahaan yang berupa
sebuah motor atas nama isteri PENGGUGAT bernama Octarita. Hal tersebut
apakah masih dikatakan PENGGUGAT telah menjalankan fungsinya sebagai
direktur utama untuk kepentingan suatu perusahaan?.

Bahwa telah jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas suatu
perusahaan  perseroan terbatas yang berbadan _hukum  tidak
mencampuradukan harta pribadi dengan harta perseroan sehingga seluruh
asset perusahaan bahkan semua kepentingan perusahaan harus benar-benar
berdasarkan kepentingan perusahaan sehingga segala sesuatunya dapat
dipertanggungjawabkan untuk dan atas nama perusahaan.

Bahwa selama lima tahun PENGGUGAT dalam menjalankan fungsinya
sebagai seorang Direktur Utama tidak pernah berkoordinasi dengan
TERGUGAT Il selaku direktur bahkan cenderung PENGGUGAT menutup-
nutupi arus lalu lintas bisnis dan perkembangan perusahaan TERGUGAT |,
bahkan TERGUGAT |II dan Il yang pernah menanyakan kepada
PENGGUGAT tentang perkembangan perusahaan, managemen karyawan,
laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan TERGUGAT | namun
jawaban PENGGUGAT adalah hanya memberikan janji-janji yang tidak pasti
untuk melaksanakan laporan perkembangan perusahaan dan PENGGUGAT
meyakinkan TERGUGAT Il dan Il dengan cara mengelabuhi seakan-akan
perusahaan TERGUGAT | sudah sangat berkembang tanpa didukung dengan
laporan perusahaan.

Bahwa penggantian PENGGUGAT sebagai Direktur Utama telah dilakukan
secara legal dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-

Undang Perseroan Terbatas. Penggantian PENGGUGAT telah diakomodir
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dalam AD/anggaran dasar PT. Modular Alkesindo dengan akta pendirian No.
5 tertanggal 1 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Periasman
EfFendi, SH. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut :
“3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5(lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu”
Maka berdasarkan anggaran dasar tersebut diatas penggantian
PENGGUGAT sebagai direktur utama adalah sah secara_hukum karena
sejak tertanggal 1 Februari 2016 PENGGUGAT masa jabatannya telah
selesai dan tidak mempunyai kekuatan _hukum lagi dalam bertindak untuk
dan atas nama perusahaan TERGUGAT |. Sehingga tindakan TERGUGAT I
sebagai pemegang saham 75% menyelenggarkan RUPS luar biasa
mekanismenya telah sesuai dengan Udang-undang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar adalah sah dan mengikat secara hukum.

06.Bahwa TERGUGAT I, Il dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT sebagaimana angka 6 sampai dengan angka 8 halaman 3
sampai dengan halaman 5, yakni sebagai berikut :
Bahwa dalam dalil gugatannya angka 6 halaman 3 PENGGUGAT secara
langsung mengakui kesalahan dirinya selaku Direktur Utama tidak pernah
mengadakan RUPS selama PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama,
dalam kutipan pernyataan sebagai berikut :
“6. ...dalam kurun waktu 2012 hingga 2015 Perseroan memang tidak pernah
mengadakan RUPS tahunan, hanya pada tanggal 4 November 2013
Perseroan (TERGUGAT [I) pernah mengadakan rapat umum pemegang
saham luar biasa dengan agenda perubahan tempat/kedudukan
Perseroan....”
Bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut diatas adalah suatu pernyataan
yang jelas mengakui kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai direktur utama. Seharusnya PENGGUGAT sebagai
pucuk pimpinan dalam suatu perusahaan cakap dalam memimpin
perusahaan, cakap dalam hal bahwa ia PENGGUGAT sebagai seorang
direktur utama harusnya sadar dan memahami akan fungsi dan tugas
kewajibannya menjalankan perusahaan PT. Modular Alkesindo, bukan malah
melempar tanggung jawab kepada TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il yang

selama lima tahun tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada Job Desk/
Pembagian kerja oleh PENGGUGAT.
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Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT Il sering mengingatkan kepada
PENGGUGAT agar menyelenggarakan RUPS Tahunan yang membahas
masalah perkembangan perusahaan, keuangan dan karyawan, namun
PENGGUGAT hanya memberikan jawaban berupa janji-janji yang tidak jelas
untuk mengelabuhi TERGUGAT Il dan Il agar tidak menanyakan hal tersebut
lagi.

Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi terlihat ketika PARA TERGUGAT
khususnya TERGUGAT Il dan Il meminta transparansi keuangan perusahaan
dan laporan keluar masuk barang perusahaan namun justru PENGGUGAT
menolak dan terkesan menyembunyikan agar TERGUGAT Il dan Il tidak
mengetahui perkembangan keuangan dan perkembangan aktifitas bisnis
perusahaan, bahkan TERGUGAT Il dan Il tidak pernah mengetahui tentang
aktivitas penggunaan uang perusahaan seperti apa yang di claim oleh
PENGGUGAT pada angka 6 dalil gugatannya.

Bahwa benar PENGGUGAT mewakili PT.Modular Alkesindo pernah
membuka rekening perusahaan dengan dua Bank BCA dan satu rekening
Bank BIl atas nama Perusahaan dan atas nama PENGGUGAT dan
TERGUGAT Il namun kemudian kesemuanya dibawah Kkendali dan

penguasaan direktur utama yakni PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT membuat suatu dalil kebohongan sebagaimana angka
7 halaman 4 yang menyatakan telah membagikan keuntungan perseroan dari
penjualan tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah),
memang PENGGUGAT pernah memberikan sebesar uang Rp. 75.000.000,-
(tuijuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT I, dan pembagian itu
adalah atas inisiatif TERGUGAT Il karena sejak berdirinya TERGUGAT |
belum ada pembagian keuntungan sama sekali.

Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8
halaman 4 yang menyatakan bahwa ia (PENGGUGAT) seakan-akan
menjalankan perusahaan sendiri tanpa bantuan dari TERGUGAT Il dan |
adalah suatu akal-akalan dan kelicikan PENGGUGAT serta dengan
menjalankan perusahaan sendiri tanpa TERGUGAT Il selaku direktur,
PENGGUGAT dapat leluasa melakukan tindakan-tindakan semaunya sendiri
tanpa ada control dari pihak lain. Memang pada saat PENGGUGAT masih
sebagai direktur utama untuk menjalankan bisnis perusahaan tidak pernah
mengajukan pinjaman kepada Bank tetapi justru TERGUGAT Il pernah
memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar 120.000 $ USA
yang diminta PENGGUGAT agar PENGGUGAT dapat menjalankan
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perusahaan TERGUGAT | dan bagi hasil yang dijanjikan oleh PENGGUGAT
atas nama TERGUGAT | dari pinjaman sebesar 120.000 $ USA tersebut
sampai saat ini tidak pernah diberikan kepada TERGUGAT .

Bahwa PENGGUGAT memang sejak awal berdirinya  TERGUGAT | bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari TERGUGAT | yakni
dengan menempatkan dirinya (PENGGUGAT) sebagai direktur utama adalah
suatu keuntungan yang besar bagi dirinya untuk memperkaya dirinya sendiri
memperalat TERGUGAT Il dan lll dengan modus suatu perusahaan.

Bahwa keserakahan untuk memperkaya diri sendiri PENGGUGAT
mengatasnamakan TERGUGAT | dalam setiap aktifitasnya yakni setiap
menjalin kerja sama dengan beberapa pihak rumah sakit dan para dokter,
PENGGUGAT justru lebih menonjolkan dirinya secara pribadi dari pada
perusahaan/TERGUGAT | yang mana dalam kapasitasnya adalah mewakili
TERGUGAT I/PT. Modular Alkesindo dan dalam mempergunakan uang
perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang mana tindakan
PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan dan
wewenang sebagai direktur utama, hal tersebut berdasarkan pendapat hukum
Prof. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perseroan Terbatas pada halaman 347 dalam kutipan sebagi berikut :

“1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

...1. Sesuai dengan kepetingan perseroan..

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk
‘kepentingan” Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi.
Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan
kepentingan (conflict interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau
uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakan posisi
jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh kepentingan pribadi.
Tidak menahan atau mengambil keuntungan perseroan untuk kepentingan
pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat
dikategori melanggar  batas kewenangan atau kapasitas pengurusan.
Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abuse of
authority) atau mengandung ultra vires...”

Maka berdasarkan pendapat _hukum tersebut diatas telah jelas bahwa
tindakan PENGGUGAT selama menjalankan jabatannya sebagai direktur
utama sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah jelas-jelas
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melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang dan jabatanya sebagai
seorang pimpinan perusahaan TERGUGAT 1.
07.Bahwa TERGUGAT Il dan Il menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT
sebagaimana angka 9 sampai dengan angka 14 pada halaman 5 sampai
dengan halaman 7 kerena dalil tersebut merupakan suatu hal yang mengada-
ada dan suatu bentuk kebohongan belaka serta memutarbalikkan fakta yang
sebenarnya.
Selama lima tahun PENGGUGAT menjalankan tugasnya sebagai seorang
direktur utama tidak pernah ada laporan mengenai pendapatan dan
pengeluaran bisnis perusahaan TERGUGAT |, justru TERGUGAT Il dan
TERGUGAT Il baru mengetahui pendapatan bersih bisnis perusahaan yang
di claim PENGGUGAT sebesar uang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh
juta rupiah) dengan pemasukan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) dan pengeluaran perusahaan sebesar Rp. 650.000.000,-
(enam ratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa TERGUGAT Il selaku pemegag saham 75% dan dewan komisaris
serta TERGUGAT Il selaku direktur pada saat itu tidak pernah mengetahui
keseluruhan asset-aset perusahaan TERGUGAT | semasa PENGGUGAT
menjadi direktur utama yakni dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016
karena memang PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan mengenai
perkembangan asset-aset perusahaan TERGUGAT |, bahkan asset-aset
tersebut terkesan ditutup-tutupi dan hanya untuk diketahui oleh
PENGGUGAT sendiri yang mana asset-aset tersebut adalah milik
perusahaan dan bukan milik pribadi PENGGGUGAT.
Bahwa penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh PENGGUGAT pada
saat menjabat sebagai direktur utama terlihat jelas dalam dalil gugatannya
angka 10 yang menyebutkan asset-aset barang-barang bergerak dengan
mencantumkan nama pribadinya beserta istrinya sebagai pemilik asset

perusahaan yang berupa :
1. Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1404 SOM dengan atas
nama PENGGUGAT pribadi yaitu Rinaldi Nur Ramli;

2. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 3108 TLB atas
nama isteri PENGGUGAT vakni Octarita;

3. Kendaraan roda dua Yamaha Mio dengan Nomor Polisi B 6583 atas nama
PENGUGAT pribadi Rinaldi Nur Ramli.
Bahwa kendaraan-kendaraan perusahaan tersebut diatas sampai saat ini

masih dipergunakan oleh PENGGUGAT, jusrtru asset-aset tersebut
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dipergunakan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dibawah penguasaan
PENGGUGAT secara melawan hukum karena PENGGUGAT sudah tidak
menjabat lagi sebagai direktur utama di Perusahaan TERGUGAT | sejak
tanggal 1 Februari 2016, yang mana penguasaan tanpa hak tersebut adalah
suatu bentuk tindakan melawan hukum dan suatu tindak pidana.
Bahwa asset perusahaan yang berupa yang berupa tanah dan bangunan
Ruko tiga lantai (kantor PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT |) yang terletak di
Komplek Angsana Park Blok W, JL. Angsana No.1 Rawajati, Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah disegel oleh PENGGUGAT sejak tanggal
11 Mei 2016 yang mana tindakan tersebut adalah tindakan melawan _hukum
dan merupakan tindak pidana. Dan akibat dari tindakan PENGGUGAT
tersebut, TERGUGAT | beserta karyawan TERGUGAT | tidak dapat
menjalankan aktifitasnya.
Disamping itu bukti kepemilikan SHGB No. 286 kantor TERGUGAT | yang
berupa tanah dan bangunan Ruko 3 lantai atas nama TERGUGAT
/PT.Modular Alkesindo telah dalam penguasaan PENGGUGAT adalah
tindakan melawan hukum.
Bahwa seperti apa yang didalilkan PENGUGAT mengenai tagihan dan
piutang TERGUGAT | sebagaimana halaman 6, dalam kutipan dalil gugatan a
guo sebagai berikut :
“... C. Tagihan atau Piutang kepada Pihak Ketiga yaitu :

Tagihan (piutang usaha) kepada rumah sakit per 14 April 2016 Rp.

4.255.930.000,- (empat milyard dua ratus lima puluh lima juta Sembilan

ratus tiga puluh ribu rupiah)...

D. Persediaan (stock) Implans dan Instrument per 14 April 2016 senilai Rp.

6.914.076.000,-(enam milyard Sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh

enam rupiah)...”
Bahwa claim piutang perusahaan PT. Modular Alkesindo tersebut diatas oleh
PENGGUGAT tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diketahui oleh
TERGUGAT Il dan I, jutru suatu kejanggalan bagi kita mengapa claim
piutang tersebut baru dimunculkan, apalagi dinyatakan dalam suatu dalil
gugatan a quo, yang mana selama lima tahun PENGGUGAT justru tidak
pernah memberikan laporan dan informasi terkait piutang perusahaan dan
bahkan PENGGUGAT terkesan menutup-nutupi adanya tagihan piutang
perusahaan yang merupakan asset perusahaan, sehingga dengan tindakan
ketidaktranparansianya PENGGUGAT tersebut merupakan suatu bentuk
perbuatan melawan _hukum PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan .
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Tidak Transparansinya PENGGUGAT juga diakui sendiri secara langsung
dalam dalil gugatannya pada angka 11, yang mana TERGUGAT Il selaku
pemegang saham mayoritas dan TERGUGAT Il selaku direktur tidak pernah
mengetahui adanya hutang TERGUGAT | kepada pihak ketiga sebesar uang
Rp.5.015.417.914,-(lima milyard lima belas juta empat ratus tujuh belas ribu
Sembilan ratus empat belas rupiah) selama PENGUGAT menjabat sebagai
direktur utama, Yang mana hutang tersebut salah satunya terdapat claim
secara sepihak dari PENGGUGAT sendiri pada angka 11 huruf b dalil
gugatannya dengan menyatakan pihak perusahaan mempunyai hutang
kepada PENGGUGAT secara pribadi sebesar Rp. 2.054.822.295,-(dua
milyard lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus
Sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas
PENGGUGAT, tiket perjalanan dinas sebesar uang Rp.97.133.600,-(Sembilan
puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan PT. Hogy
Indonesia sebesar uang Rp. 36.643.019,-(tiga puluh enam juta enam ratus
empat puluh tiga ribu Sembilan belas rupiah) adalah suatu akal-akalan
PENGGUGAT untuk mengambil keuntungan secara pribadi karena selama
lima tahun menjadi direktur utama PENGGUGAT tidak pernah memberikan
laporan khususnya Laporan Keuangan Tahunan terkait adanya hutang
perusahaan kepada pribadi PENGGUGAT.

Bahwa Penyalahgunaan jabatan juga dilakukan oleh PENGGUGAT dalam
merekrut karyawan perusahaan PT. Modular Alkesindo, yang mana dalil
gugatan PENGGUGAT menyatakan telah melakukan penambahan dari tiga
orang karyawan menjadi 15 orang karyawan tanpa sepengetahuan
TERGUGAT |l yang juga sebagai direktur, karyawan tersebut adalah
mayoritas direkrut dari keluarga PENGGUGAT sendiri, bahkan isteri
PENGGUGAT sendiri juga diberikan gaji oleh PENGGUGAT sejak tahun
2013, padahal isteri PENGGUGAT bukanlah karyawan yang bekerja pada
TERGUGAT 1.

Demikian juga PENGGUGAT tidak pernah melaporkan atau memberikan

informasi kepada TERGUGAT Il dan Il jika terdapat penambahan karyawan,
factor apakah yang menjadi kebutuhan untuk dilakukan penambahan jumlah
karyawan, serta persoalan gaji karyawan yang tidak pernah dilaporkan berapa
keuangan perusahaan yang diperlukan untuk operasional gaji per orang
setiap bulannya dengan rincian masing-masing bagian tugas kerjanya.
Sehingga dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan setiap bulannyatelah

mengeluarkan biaya operasional sebesar uang Rp.77.000.000,- (tujuh puluh
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tuju juta) adalah hal yang tidak masuk akal jika diukur dengan perkembangan
aktifitas bisnis perusahaan dan ukuran suatu perusahaan.
Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 13 halaman 7 adalah
suatu ketidakbenaran dan suatu kebohongan yang menyatakan bahwa
selama lima tahun sejak tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2016
PENGGUGAT dalam penggunaan uang perusahaan diketahui oleh
TERGUGAT Il dan IV, yang pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah
berkoordinasi dengan TERGUGAT Il apalagi dengan TERGUGAT IV. Jika
PENGGUGAT bertindak secara transparan dan beritikad baik dalam
penggunaan keuangan perusahaan seharusnya PENGGUGAT membuat
suatu laporan keuangan pada setiap tindakannya yang mengatasnamakan
perusahaan, serta PENGGUGAT setiap tahunnya membuat suatu laporan
keuangan perusahaan dengan standar akutansi suatu perusahaan yang telah
berbadan _hukum dengan audit dari kantor akuntan _publik, bukan malah
bertindak semaunya sendiri dalam mengambil dan memanfaatkan uang
perusahaan tanpa ada tanggungjawab sama sekali.
Perlu PENGGUGAT pahami bahwa PT. Modular Alkesindo adalah suatu
perusahaan vyang berbadan hukum yang mana setiap penggunaan
keuangannya harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang yang
mempergunakan kepentingan perusahaan, bukan malah bertindak semaunya
sendiri untuk kepentingan pribadi tanpa ada suatu pertanggung jawabannya
sama sekali seperti yang dilakukan PENGGUGAT dalam kurun waktu lima
tahun mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.
Bahwa indikasi penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh PENGGUGAT
telah diketahui oleh TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il yang kemudian
TERGUGAT Il selaku pemegang saham meminta agar ada suatu karyawan
bagian keuangan yang akan membantu perusahaan dalam memanagemen
keuangan PT. Modular Alkesindo, namun usulan tersebut ditolak mentah-
mentah oleh PENGGUGAT dengan berbagai macam aturan yang tidak masuk
akal, serta tindakan penolakan tersebut justru membuat TERGUGAT Il dan |l
semakin yakin telah ada penyimpangan penggunaan uang perusahaan yang
dilakukan oleh PENGGUGAT.

08.Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT V
ditempatkan pada posisi sebagai direktur keuangan adalah tidak benar dan
sebutan direktur keuangan adalah akal-akalan PENGGUGAT dengan
membangun opini seakan-akan TERGUGAT I, Il dan IV telah sewenang-
wenang terhadap PENGGUGAT.
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Bahwa tujuan ditempatkannya TERGUGAT V di perusahaan PT. Modular
Alkesindo/TERGUGAT | pada posisi bagian keuangan adalah untuk
membantu PENGGUGAT dan perusahaan dalam memanagemen dan
menyusun suatu laporan keuangan perusahaan, yang mana PENGUGAT
sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah melakukan rapat
untuk melaporkan keuangan perusahaan dan bahkan terkesan sengaja dibuat
amburadul oleh PENGGUGAT sendiri.

Penolakan terhadap TERGUGAT V oleh PENGGUGAT untuk ditempatkan
pada posisi bagian keuangan adalah suatu bentuk tindakan PENGGUGAT
menutup-nutupi aktifitas keuangan perusahaan selama ia menjabat sebagai
direktur utama, sehingga TERGUGAT Il dan Il semakin yakin bahwa
PENGGUGAT telah melakukan penyimpangan atas penggunaan uang
perusahaan dengan ditemukan adanya :

e Transaksi uang masuk perusahaan atas hasil penjualan, yang
masuknya ke Rekening Pribadi PENGGUGAT vyaitu di Rekening BCA
KCP Pasar Minggu No. 547 081 7800 atas nama RINALDI NUR RAMLI
, bukan ke Rekening Perusahaan;

e Rekening atas nama istri PENGGUGAT vyaitu Octarita di Rekening
USD Bank BIl Cabang TB Simatupang No. 214 200 3371 yang
dananya berasal dari Rekening Perusahaan. .

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 14 sampai dengan
angka 20 halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah suatu dalil yang tidak
benar dan justru dalil-dalil tersebut adalah suatu kebohongan PENGGUGAT
sebagai upaya untuk menutup-nutupi kecurangannya dan keserakahannya
untuk memperkaya diri sendiri.

Bahwa kedatangan TERGUGAT I, IV, V pada sekitar bulan Januari 2016 ke
kantor PT. Modular Alkesindo adalah untuk menemui PENGGUGAT dan
untuk meminta pertanggung jawabannya sebagai seorang direktur utama
selama lima tahun tidak pernah dilakukan RUPS Tahunan, rapat mengenai
laporan tahunan keuangan perusahaan, laporan aktifitas bisnis perusahaan
seperti laporan penjualan dan pembelian produk perusahaan, laporan
mengenai asset-aset perusahaan dan perkembangan karyawan perusahaan.
Kedatangan TERGUGAT I, IV dan V untuk menemui PENGGUGAT secara
baik-baik tidak ada tindakan intimidasi sama sekali kepada PENGGUGAT
bahkan kepada karyawan perusahaan TERGUGAT |I.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD/anggaran dasar pada akta pendirian

PT. Modular Alkesindo No.5 tanggal 1 Februari 2011 masa jabatan seorang
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direktur adalah lima tahun dimulai sejak berdirinya perusahaan tersebut yakni
tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016
sebagaimana Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan penjelasanya sebagai berikut :

Pasal 94 ayat (3)

‘Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat
kembali”

Penjelasan Pasal 94 ayat (3)

“Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk ‘jangka waktu tertentu”,
dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak
dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan
pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka
sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang
bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan,
kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.”

Bahwa telah jelas berdasarkan UU Perseroan Terbatas yang menyatakan
bahwa setiap tindakan direksi tanpa terkecuali sejak berakhirnya masa
jabatannya tidak mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan kecuali apabila diangkat kembali melalui mekanisme
RUPS, dan apabila ia bertindak untuk dan atas nama perusahaan diluar batas
waktu masa jabatannya, maka tindakan tersebut adalah tindakan melawan
hukum dan bukan merupakan tangung jawab perusahaan.

Bahwa Perlu TERGUGAT Il dan Il pertanyakan dalil gugatan PENGGUGAT
angka 18 halaman 9 tentang kedudukan PENGGUGAT yang mengirimkan
surat undangan kepada TERGUGAT Il dan Il tertanggal 4 Februari 2016
dengan agenda RUPS, dalam kapasitasnya mengundang TERGUGAT Il dan
Il dengan posisi jabatan sebagai apa? jika undangan tersebut menggunakan

posisi_sebagai direktur utama adalah suatu tindakan yang melawan hukum

karena per tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGGUGAT sebagai

direktur utama telah berakhir berdasarkan Pasal 11 ayat (3) AD Perusahaan

sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

Bahwa Perlu PENGGUGAT pahami, apa yang ada dalam Anggaran Dasar
perusahaan Perseroan Terbatas berbadan hukum adalah mengacu pada UU
No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait berakhirnya masa
jabatan direksi suatu perusahaan diatur dalam AD/ anggaran dasar

sebagaimana Pasal 11 ayat (3) anggaran dasar akta pendirian PT. Modular
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Alkesindo No. 05 tertanggal 1 Februari 2011, dan jika tidak diatur secara
spesifik kapan masa dimulai dan berakhirnya jabatan tersebut maka harus
mengacu pada aturan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Sehingga
berdasarkan aturan tersebut, tindakan PENGGUGAT mengundang RUPS
dengan surat tertanggal 4 Februari 2016 adalah telah melampaui masa
jabatannya dan tindakan tersebut adalah tindakan yang ilegal.

09.Bahwa TERGUGAT |, Il dan IV menolak seluruh dali-dalill PENGGUGAT
sebagaimana angka 21 sampai dengan angka 30 halaman 10 sampai dengan
halaman 13 adalah suatu kebohongan dan akal-akalan PENGGUGAT untuk
tetap menjadi direktur utama secara ilegal/melawan hukum dan tanpa adanya
pertanggungjawaban selama lima tahun menjabat.
Bahwa perlu PENGGUGAT pahami, PENGUGAT telah salah menggunakan
dasar hukum RUPS sebagaimana dalil gugatannya pada angka 22 halaman
10 — 11 yang dikutip sebagai berikut :
“...bahwa surat tersebut pada intinya menjelaskan mengenai surat undangan
RUPS LB yang dibuat oleh TERGUGAT Il melalui TERGUGAT V tertanggal 4
Februari 2016 adalah tidak sah dan illegal karena melanggar ketentuan
didalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo.
Akta Pendirian Dasar Perseroan.
Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
menyebutkan :
“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga
dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah
yang lebih kecil”
Pasal 79 ayat (5) menyebutkan :
“Direksi waijib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima”
Bahwa Dasar _hukum tersebut diatas akan terpenuhi jika memang
PENGGUGAT secara sah menjabat menjadi direktur utama sebagaimana
ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Pasal 11 ayat (3) AD akta pendirian PT. Modular Alkesindo.
Bahwa undangan RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT Il melalui
TERGUGAT V tertanggal 4 Februari 2016 adalah masa dimana telah terjadi

kekosongan jabatan direksi per tanggal 1 Februari 2016, sehingga undangan
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RUPS dan pelaksanaan RUPS yang diadakan oleh TERGUGAT Il adalah sah
secara hukum serta tidak melanggar AD perusahaan dan UU Perseroan
Terbatas.

Justru surat undangan RUPS yang diadakan oleh PENGGUGAT dengan

mengatasnamakan direktur utama PT. Modular Alkesindo kepada PARA

TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :

1. Surat ditujukan kepada TERGUGAT Il tertanggal 4 Februari 2016 dari
PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dengan
memakai Kop surat PT. Modular Alkesindo, Perihal Panggilan RUPS LB
PT. Modular Alkesindo, dengan agenda RUPS LB pada tanggal 19
Februari 2016;

2. Surat ditujukan kepada TERGUGAT V sebagai kuasa TERGUGAT I
(pemegan saham 75%) dari PENGGUGAT dengan mengatasnamakan
Direktur Utama dan memakai Kop Surat PT. Modular Alkesindo, Perihal
Tanggapan atas surat-surat dari kuasa komisaris dan pemegang saham
tertanggal 16 Februari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016, yang
mana isi surat tersebut juga terdapat undangan RUPS LB pada tanggal 19
Februari 2016;

3. Surat dituukan kepada TERGUGAT Il dari PENGGUGAT dengan
mengatasnamakan Direktur Utama dan memakai Kop surat PT. Modular
Alkesindo, No. Surat 003, Perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS
LB PT. Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LB
diadakan pada tanggal 5 April 2016.

Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuat

oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama dan

menggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatas
adalah Cacat _hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi
menjabat sebagai Direktur Utama pada PT. Modular Alkesindo vaitu sejak
tanggal 1 Februari 2016 masa jabatan PENGGUGAT sebagai Direktur Utama
telah selesai dan tidak ada perpanjangan masa jabatan melalui mekanisme

RUPS. Dengan demikian tindakan PENGGUGAT tersebut jelas-jelas

merupakan tindakan melawan _hukum serta melanggar aturan AD PT.

Modular Alkesindo dan melanggar UU No. 40 tahun 2007 Perseroan

Terbatas.

Disamping itu mengapa PENGGUGAT baru akan mengadakan RUPS

Tahunan dan RUPS LB pada tahun 2016 yang mana masa jabatannya telah

selesai, sedangkan selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai Direktur Utama
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tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan sama sekali meskipun
TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il telah mengingatkan kepada PENGGUGAT
tetapi tidak pernah dihiraukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama PT. Modular
Alkesindo tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan yang sifatnya wajib
diadakan setiap tahunnya meskipun telah diingatkan oleh TERGUGAT Il dan
TERGUGAT Ill sebagaimana Pasal 78 UU No0.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. RUPS tahunan membahas laporan tahunan suatu
perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas pokok-pokok sebagai
berikut :

. Laporan keuangan;

a
b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;

o

Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku vyang

mempengaruhi kegiatan perseroan;

e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris;

f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sebagaimana pendapat _hukum Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya
Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 315 — 316 ,
menyebutkan sebagai berikut :
“ ...Setiap perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun
kalender. Ketentuan itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan
pada semua Negara seperti yang dikatakan Walter Coon, Every Company
must hold an annual general meeting once every calendar year.

Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative
(mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”.
Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas
jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6(enam)
bulan setelah tahun buku berakhir.”

Demikian pula dengan Agenda RUPS yang di buat oleh PENGGUGAT yang
isi nya, sebagai berikut :

1. RUPS Tahunan :

- Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan

Keuangan Tahun Buku 2016;
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- Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya (acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris.
- Penetapan Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk
Tahun Buku 2015.
2. RUPS LB:
- Penawaran Penjualan Saham milik Rinaldi Nur Ramli;
- Perubahan atas Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan,
- Membicarakan tentang kelanjutan karyawan Perseroan;
- Hal-hal yang dianggap perlu dan disepakati bersama.
Dari Agenda RUPS terlihat jelas bahwa PENGGUGAT dengan kelicikannya
mencoba mengelabui TERGUGAT Il, TERGUGAT Il dan TERGUGAT V yang
mewakili TERGUGAT I, dengan membuat Agenda RUPS yang hanya
menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. Bagaimana mungkin
PENGGUGAT hanya menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016
yang hanya berjalan 1 (satu) bulan, sedangkan Laporan Keuangan Tahun
Buku 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang di audit oleh Kantor Akuntan
Publik (Audited) tidak pernah dilaporkan? Hal ini menunjukkan dengan jelas
bahwa PENGGUGAT menutupi dan menyembunyikan kondisi keuangan
perusahaan selama PENGGUGAT menjabat sebagai Diektur Utama (periode
2011- Feb 2016). Begitu juga dengan agenda RUPS Tahunan berikutnya
(Pemberian Pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya
(acquiet de charge) kepada Direksi dan Komisaris) adalah bukan merupakan
wewenang PENGGUGAT, karena itu adalah wewenang Komisaris untuk
menilai apakah Laporan Keuangan yang disampaikan dapat diterima atau
ditolak; Dan bagaimana akan menilai jika TIDAK ADA Laporan Keuangan
Audited yang dilaporkan? Demikian pula agenda untuk (Penetapan
Penggunaan dan Pembagian Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015),
merupakan hal yang aneh karena Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang
di audit oleh kantor Akuntan Publik tidak pernah dilaporkan. Bagaimana akan
mengetahui berapa besarnya laba (atau rugi) jika tidak ada Laporan
Keuangan yang audited?
Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi dinyatakan dalam dalil gugatannya
pada angka 25 halamn 12 yang menyatakan bahwa dirinya (PENGGUGAT) telah
membuat laporan keuangan tertanggal 14 April 2016 dengan bantuan akuntan
independen adalah akal-akalan PENGGUGAT untuk menyiasati seakan-akan
PENGGUGAT telah melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun menjabat
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sebagai seorang Direktur Utama dengan membuat laporan laba rugi perusahaan
tahun periode 2011-2015 dan laporan pertanggung jawaban yang menyatakan
laporan keuangan secara garis besar adalah suatu hal yang tidak dibenarkan
dalam standar akuntasi keuangan perusahaan serta tindakan tersebut
merupakan suatu bentuk kelicikan PENGGUGAT dan itikad tidak baik
PENGGUGAT, Dan faktanya, Laporan Keuangan yang disampaikan
PENGGUGAT TIDAK dibuat oleh Kantor Akuntan Publik.

Kalaupun menggunakan Kantor Akuntan Publik, maka (sesuai UU PT No.
40/2007) yang menunjuk adalah Komisaris, bukan PENGGUGAT.

Jika PENGGUGAT mempunyai itikad baik dalam menjalankan perusahaan
PT.Modular Alkesindo seharusnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban
PENGGUGAT sebagai pimpinan perusahaan dilaksanakan pada rapat setiap
tahunnya yaitu laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban tahun 2011,
2012, 2013, 2014 dan 2015 yang mana tindakan PENGGUGAT tidak sesuai
Pasal 66 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa karena undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB yang diadakan oleh
PENGGUGAT tidak mempunyai dasar _hukum dan kewenangan yang tepat pada
perusahaan, yang mana tindakan PENGGUGAT menyelenggarakan RUPS LB
dan Tahunan tersebut merupakan tindakan illegal dan cacat _hukum, oleh sebab
masa jabatan PENGGUGAT telah selesai sehingga membenarkan TERGUGAT i
dan Il tidak hadir dalam undangan RUPS tersebut.

Bahwa Undangan RUPS LB vyang diadakan oleh TERGUGAT Il sebagai
pemegang saham mayoritas (75%) telah sesuai dengan mekanisme yang
disebutkan AD Pendirian PT. Modular Alkesindo dan UU No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh TERGUGAT Il pada tanggal 18 April
2016 di Restoran Paddzi JI. Cilandak Raya 101, Jakarta Selatan melalui
kuasanya TERGUGAT V yang mana dalam RUPS LB tersebut tidak mengurangi
hak dari PENGGUGAT selaku pemegang saham 25% telah diundang dengan
surat tertanggal 30 Maet 2016 sudah sesuai dengan mekanisme pemanggilan
yang diatur oleh AD PT. Modular Alkesindo dan UU No.40 tahun 2011 tentang
Perseroan Terbatas.

Bahwa dalam keputusan RUPS LB tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat
(1) AD Perseroan dengan dihadiri pemegang saham 75% melalui kuasanya yakni
TERGUGAT V, sehingga rapat tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum
atas segala hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Keputusan rapat tersebut
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dituangkan dalam akta No. 9 tertanggal 22 April 2016 Notaris Vidhya Shah,
SH./TURUT TERGUGAT yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :
1.. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yaitu TERGUGAT V sebagai
Direktur dan TERGUGAT Il sebagai Komisaris;
3.Menyelesaikan secara hukum mengenai permasalahan jika terdapat
penyimpangan penggunaan keuangan dan asset-aset perusahaan oleh
PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun
2011 sampai dengan serah terima direksi yang baru;
4 Melakukan Audit terhadap asset-aset/keuangan perseroan dengan auditor yang
ditunjuk oleh pemegang saham;
5.Membebaskan perseroan, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris atas
hutang perseroan selama PENGGUGAT menjabat sejak tahun 2011 sampai
dengan serah terima direksi yang baru menjadi tanggung jawab pribadi
PENGGUGAT.
Bahwa meskipun RUPS LB tersebut tidak dihadiri oleh PENGGUGAT yang telah
diundang dengan surat panggilan secara sah, maka keputusan rapat tersebut
telah sah dan mengikat secara _hukum karena telah mencapai kuorum dan
sesuai AD Perseroan dan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
10.Bahwa TERGUGAT 1, Il dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana angka 31 sampai dengan
angka 33 yang mana dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan justru
PENGGUGAT memutarbalikan fakta yang sesungguhnya.
Bahwa dengan telah dilakukannya RUPS LB oleh TERGUGAT Il melalui
kuasanya TERGUGAT V dengan tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT dan tidak
menggunakan haknya, maka TERGUGAT Il melalui kuasanya yakni
TERGUGAT V telah beritikad baik menyampaikan hasil keputusan RUPS LB
tanggal 18 April 2016 kepada PENGGUGAT.
Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan RUPS LB yang
diadakan oleh TERGUGAT Il adalah cacat hukum hanya karena
PENGGUGAT tidak hadir dalam rapat tersebut meskipun telah dipanggil
secara sah, dengan mengatakan bahwa TERGUGAT IV tidak menghargai
jerih  payah PENGGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Utama,
sementara PENGGUGAT sendiri banyak menyalahgunakan wewenang dan
jabatannya sebagai Direktur Utama. Bahkan tindakan PENGGUGAT selama
menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama bertentangan dengan AD dan
UU Perseroan Terbatas, PENGGUGAT bertindak untuk memperkaya diri
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sendiri dengan mengeruk asset-aset perseroan, menggelapkan asset
perusahaan, tindakan PENGGUGAT dalam menjalin hubungan dengan
produsen PT. Modular Alkesindo lebih banyak berperan dengan mengatas
namakan pribadi PENGGUGAT sendiri bukan mengatas namakan Perseroan,
kemudian tindakan PENGGUGAT vyang nepothisme terhadap perekrutan
karyawan perusahaan lebih banyak dari keluarga PENGGUGAT sendiri yang
mana memperbanyak SDM tanpa jelas tugasnya untuk apa, sehingga
tindakan tersebut justru banyak merugikan keuangan TERGUGAT lperseroan
tanpa mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Bahwa TERGUGAT Il dan Il dikagetkan dengan informasi mengenai asset
perusahaan yang mencapai Rp.21.000.000.000.,-(dua puluh satu milyard
rupiah) sebagaimana dalil gugatannya pada angka 33 halaman 14, yang
mana selama PENGGUGAT menjabat lima tahun sebagai Direktur Utama
tidak pernah memberikan informasi atau laporan mengenai perkembangan
asset-aset TERGUGAT |, dengan demikian TERGUGAT Il dan Il mensomir
agar PENGGUGAT membuktikan aset-aset perusahaan yang mencapai

Rp.21.000.000.000,-(dua puluh satu miliard rupiah) tersebut. melalui Laporan

Audit Forensik yang dilakukan oleh Auditor Independen.

11.Bahwa seluruh dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana angka 34 sampai
dengan angka 39 yang menyatakan TERGUGAT I, Il dan IV melakukan
perbuatan melawan _hukum adalah tidak benar, bahkan hal yang dinyatakan
tersebut adalah suatu kebohongan dan justru tindakan PENGGUGAT sendiri
selama lima tahun menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan TERGUGAT
| banyak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan
meyalahgunakan jabatan dan wewenang.
Bahwa RUPS LB yang diselenggarakan oleh TERGUGAT Il melalui kuasanya
TERGUGAT V dengan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Vidhya
Shah,SH./TURUT TERGUGAT No.03 tertanggal 18 Maret 2016 tersebut dibuat
pada saat TERGUGAT Il berada di Indonesia. Baik panggilan RUPS LB yang
dilakukan oleh TERGUGAT Il melalui kuasanya adalah sah dan sesuai dengan
ketentuan AD dan UU perseroan Terbatas, serta keputusan rapat RUPS LB
tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana ditetapkan dalam AD dan UU
No. 40 tahun 2016 tentang perseroan Terbatas. oleh sebab itu tindakan
TERGUGAT Il dalam menyelenggarakan RUPS LB tersebut adalah sah dan
bukan merupakan perbuatan melawan _hukum seperti yang didalilkan oleh
PENGGUGAT.
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Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 34 banyak
melempar tanggung jawab dan melempar kesalahan kepada pihak lain yakni
kepada TERGUGAT Il sebagai dewan komisaris dan TERGUGAT Il selaku

Direktur, selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama telah

mengawasi bahkan memberikan nasehat dengan mengingatkan agar

PENGGUGAT melaksanakan tugasnya sebagaimana Pasal 100 UU No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun nasehat tersebut tidak

diindahkan sama sekali dan justru malah PENGUGAT memberikan janji-janji
akan melaksanakan tugas tersebut yang kemudian pada faktanya janii
melaksakan tugas tersebut belum pernah dilaksanakan sampai masa jabatan

PENGGUGAT habis.

Bahwa PENGGUGAT sendiri yang banyak melakukan perbuatan melawan

hukum dalam melaksanakan jabatannya sebagai Direktur Utama, diantaranya

sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT selama 5 (lima) tahun tidak pernah melaporkan
keuangan, asset-aset perusahaan, laporan laba rugi, perkembangan
karyawan, bahkan pada saat TERGUGAT Il dan Ill mengingatkan agar
PENGGUGAT melaksanakan tugasnya malah PENGGUGAT kemudian
menyembunyikan  seluruh  dokumen-dokumen perusahaan terkait
keuangan perusahaan, nama-nama produsen dan pihak yang bekerja
sama dengan TERGUGAT |;

b. PENGGUGAT mengelapkan seluruh asset-aset perusahaan TERGUGAT
I, yaitu fasilitas TERGUGAT | yang berupa kendaraan roda empat dan
roda dua yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PENGGUGAT
tanpa hak dan melawan hukum.

c. Tindakan PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT | yang terletak di
Ruko Angsana Park Blok W JI. Angsana No.1 Rawajati Pejaten Timur
Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diketahui oleh TERGUGAT I, Ill, IV
dan V Sekitar bulan Mei 2016 sampai saat ini adalah tindakan perbuatan
melawan _hukum, yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut berakibat
lumpuhnya seluruh aktifitas bisnis TERGUGAT | secara total yang
merugikan TERGUGAT Il sebagai pemegang saham mayoritas dan juga
merugikan seluruh karyawan yang bekerja kepada TERGUGAT |I;

d. PENGGUGAT menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai
Direktur Utama dengan menfaatkan fasilitas ATM dan buku rekening BCA
KCP Arkadia Rek. No. 540 5458800 a.n TERGUGAT I, ATM dan buku
rekening BCA KCP Pejaten Rek. No. 718 0231557 a.n PENGGUGAT
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atau TERGUGAT Illl, ATM dan buku rekening BIl KCP Simatupang Rek.
No. 214 2003409 a.n TERGUGAT | dalam penguasaannya selama lima
tahun, yang mana fasilitas tersebut dipergunakan oleh PENGGUGAT
tanpa ada tanggung jawab sama sekali, karena ATM dan Rekening Bank
sebagaimana tersebut diatas merupakan harta milik TERGUGAT | yang
dipergunakan sebagai tempat lalu lintas transaksi bisnis perusahaan
TERGUGAT | dan penggunaan uang tersebut oleh PENGGUGAT tidak
pernah dilaporkan kepada TERGUGAT I, Il dan IIl.
Bahwa tindakan TERGUGAT Il menghadiri RUPS LB adalah tindakan
yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Bahwa tindakan TERGUGAT IV atas permintaan TERGUGAT Il meminta
kepada PENGGUGAT agar TERGUGAT V ditempatkan pada posisi
sebagai karyawan bagian keuangan adalah tindakan yang wajar dan tidak
melawan _hukum, karena tindakan tersebut disebabkan adanya
kebutuhan TERGUGAT | yang pada saat itu membutuhkan seseorang
yang dapat membantu memanagemen keuangan perusahaan yang sangat
amburadul dan tidak tertata dengan baik.
Bahwa tindakan TERGUGAT I, IV dan V selaku kuasa TERGUGAT I
mendatangi kantor TERGUGAT | adalah tindakan yang sah karena
TERGUGAT Il melalui kuasanya TERGUGAT V dan TERGUGAT il
adalah pemegang saham dan dewan komisaris TERGUGAT |, dengan
demikian tindakan mendatangi kantor TERGUGAT | adalah tindakan yang
dibenarkan oleh hukum dan bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum
sebagaimana disebutkan PENGGUGAT pada angka 38 dalil gugatan a
quo.
12.Bahwa kebohongan PENGGUGAT lagi-lagi disebutkan dalam dalil gugatanya
angka 40 halaman 15 yang menyatakan bahwa selama PENGGUGAT
sebagai Direktur Utama ia telah banyak menggunakan uangnya sendiri untuk
biaya perjalanan ke luar kota dan keluar negeri sebesar uang Rp.
2.151.955.895,- (dua milyard seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima
puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah)adalah suatu
kebohongan dan merupakan bentuk kegiatan PENGGUGAT untuk mencari
keuntungan terhadap TERGUGAT |, Il danlll.
Memang selama PENGGUGAT menjadi direktur utama pada perusahaan
TERGUGAT | tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada Bank, tetapi
perlu mengingatkan kembali kepada PENGGUGAT bahwa selama
menjalankan perusahaan TERGUGAT |, TERGUGAT Il sering meminjami
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modal PENGGUGAT uang untuk menjalankan perusahaan TERGUGAT |
yaitu dengan PENGGUGAT meminjam uang 120.000 $ USA kepada
TERGUGAT il
Bahwa itikad baik TERGUGAT Il terlihat dengan upayanya yang seringkali
meminjami uang modal perusahaan yang diminta oleh PENGGUGAT, akan
tetapi PENGGUGAT tidak pernah membagikan keuntungan deviden kepada
TERGUGAT Il selaku pemegang saham 75%, yang ada justru TERGUGAT |l
dan Il mempunyai inisiatif agar dilakukan pembagian keuntungan penjualan,
dan baru sekitar tahun 2013 PENGGUGAT memberikan uang sebesar uang
Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT Il selaku
pemegang saham 75% dan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham 25% perusahaan
TERGUGAT |I. Selain keuntungan tersebut PENGGUGAT tidak pernah ada
pembagian deviden sampai dengan tahun 2016, yang mana tidak sesuai
pernyataannya (PENGGUGAT) pada sekitar tahun 2012 keuntungan
perusahaan TERGUGAT | adalah mencapai Rp. 4.000.000.000,-(empat
milliard rupiah).

13.Bahwa Bonus perusahaan atau gaji Direktur Utama sebagaimana yang
diminta oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 41 sebesar uang
Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah dibahas
dalam suatu keputusan rapat selama 5 (lima)tahun. Besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi sebagimana yang dituntutkan oleh PENGGUGAT
haruslah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, hal tersebut sesuai dengan
Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
menyebutkan
‘Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan RUPS”
Maka berdasarkan dasar _hukum tersebut diatas, perlu ditegaskan bahwa
selama lima tahun sejak berdirinya TERGUGAT | yakni sejak tanggal 1
Februari 2011 hingga saat ini belum ada satupun suatu keputusan yang
membahas dan menetapkan besarnya gaji atau tunjangan untuk Direktur
Utama sebagaimana apa yang dituntutkan oleh PENGGUGAT. Jika
PENGGUGAT menuntut dengan membuat daftar bonus/gaji selama
PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama maka seharusnya
PENGGUGAT juga memberikan daftar gaji atau bonus untuk TERGUGAT I
sebagai direktur, bukan malah membuat daftar gaji atau bonusnya sendiri

dengan tidak menghiraukan hak yang lainnya (TERGUGAT III).
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14.Bahwa TERGUGAT I, Il dan IV menolak dengan tegas tuntutan kerugian
Materil dan imateril PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatannya pada angka
42 halaman 16 adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Tuntutan
kerugian materil sebesar Rp. 2.601.955.895.,(dua milyard enam ratus satu
juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima
rupiah) adalah suatu tuntutan yang didasari niat mencari keuntungan semata.
Kerugian tersebut tidak didasari oleh bukti yang konkret bahkan terkesan
sengaja dibuat-buat oleh PENGGUGAT.
TERGUGAT I, Il dan IV menolak tuntutan kerugian imateriil yang didalilkan
PENGGUGAT adalah tidak masuk akal, dengan menuntut kerugian sebesar
uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) vyang jelas-jelas
merupakan kegiatan PENGGUGAT untuk mencari keuntungan, apalagi
dengan menggunakan dasar nama baik PENGGUGAT sendiri adalah telah

jelas-jelas  mengakui bahwa selama ini  PENGGUGAT menjalankan

jabatannya sebagai Direktur Utama lebih menonjolkan dirinya sendiri/

kepentingan pribadi dari pada perseroan, dan terganggunya operasional

perusahaan adalah hal yang tidak masuk akal, jutru tindakan PENGGUGAT

sendiri_ yang telah menyegel kantor TERGUGAT | secara melawan hukum

dan membuat para karyawan dan operasional perusahaan lumpuh dan tidak

dapat beraktifitas kembali adalah perbuatan vyang sangat merugikan
TERGUGAT | dan TERGUGAT |l selaku pemegang saham 75%, Sehingga
tuntutan kerugian materiil dan imateril yang mintakan PENGGUGAT haruslah
ditolak.

15.Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya angka 43 halaman 17 sampai
dengan halaman 18 meminta kepada majelis hakim untuk meletakan sita
jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik
perusahaan, Tagihan Piutang kepada Pihak ketiga, Persediaan stock implant
perusahaan TERGUGAT |, Inventarisasi kantor TERGUGAT | adalah
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa ketentuan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslag) pada Pasal
227 ayat (1) yang menyatakan :
“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang,
selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang

mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan

atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan

maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat

permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan dapat hukum_
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perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang
memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan
menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk
memajukan dan menguatkan gugatannya”

Bahwa berdasarkan kententuan hukum tersebut diatas, maka syarat-syarat
untuk dapat dipenuhi dalam permohonan sita jaminan oleh PENGGUGAT
tidak terpenuhi karena seluruh asset-aset perusahaan yang dimintakan sita
jaminan oleh PENGGUGAT tidak ada pada TERGUGAT I, Il dan IV, justru
barang-barang tersebut telah digelapkan dan saat ini masih dalam
penguasaan PENGGUGAT secara melawan hukum. PENGGUGAT
menggelapkan asset-aset perusahaan TERGUGAT | yang seharusnya

dipergunakan oleh perusahaan TERGUGAT | untuk operasional perusahaan
dan para karyawan TERGUGAT |.
Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT yang telah menggelapkan barang-
barang bergerak perusahaan, menyegel kantor perusahaan TERGUGAT |
berserta sertifikat bukti kepemilikan kantor TERGUGAT | berupa SHGB No.
286 atas nama TERGUGAT | berakibat lumpuhnya secara total perusahaan
TERGUGAT | dan menderita kerugian yang banyak, sehingga oleh karena
tindakan PENGGUGAT tersebut maka permohonan sita jaminan
PENGGUGAT tidak layak dipertimbangkan dan haruslah ditolak.

16.Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 44 halaman 18
meminta Majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan blokir rekening
perusahaan TERGUGAT | dengan dasar TERGUGAT | telah melakukan
pengambilan uang atas rekening-rekenig tersebut adalah suatu hal yang tidak
beralasan _hukum, bagaimana mungkin TERGUGAT | dapat melangsungkan
operasional perusahaan apabila seluruh rekening yang sebagai alat transaksi
perusahaan dilakukan blokir yang berakibat pada lumpuhnya secara total
aktifitas TERGUGAT | yang mendatangkan kerugian sangat besar bagi
TERGUGAT |, TERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas serta Para
Karyawan TERGUGAT | tidak dapat bekerja. Bahwa karena permohonan
blokir PENGGUGAT tersebut adalah akal-akalan PENGGUGAT yang tidak
berikad baik, Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim patut untuk
menolak seluruh permohonan penetapan blokir rekening yang dajukan
PENGGUGAT.

17.Bahwa tuntutan Provisionil PENGGUGAT sebagaimana pada angka 45 huruf
a sampai dengan huruf f patut untuk ditolak karena tuntutan provisional yang

dimaksudkan oleh PENGGUGAT telah mengenai pokok perkara.
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Sebagaimana Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 bahwa
tuntutan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.
Bahwa tuntutan Provisional dalam perkara a quo tidak berdasarkan ketentuan
hukum yang tepat maka tuntutan tersebut layak untuk tidak dipertimbangkan.
Bahwa tuntutan dwangsom (uang paksa) yang dimohonkan oleh
PENGGUGAT sebagaimana huruf F bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku, tuntutan tersebut adalah mengada-ada dan tidak patut
dipertimbangkan.

18.Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT agar penetapan dan putusan
dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya
hukum dalam bentuk apapun dari TERGUGAT |, Il dan IV adalah tidak
beralasan hukum yang tepat dan oleh karena tidak ada hal yang mendesak,
maka tuntutan yang demikian patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT IV selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT Rekonvensi |, PENGGUGAT Rekonvensi Il dan

PENGGUGAT Rekonvensi Il dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi
terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi/Tn. Rinaldi Nur Ramli  selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi. PENGGUGAT Rekonvensi |, I dan
INTERGUGAT I, I dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar
dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam
Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa selama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai
Direktur Utama di perusahaan TERGUGAT | sejak tanggal 1 Februari 2011
sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 tidak pernah melaksanakan tugas
dan kewajibannya dengan baik sebagaimana Pasal 66 UU No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT Il selaku
Dewan Komisaris dan PENGGUGAT Rekonvensi WTERGUGAT Il selaku
Direktur juga telah mengingatkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/
PENGGUGAT agar melakukan tugas kewajibannya dengan baik yaitu
dengan mengadakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuangan
perusahaan setiap tahun dengan standart akutansi keuangan dengan audit
dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan
mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi

dalam aktifitas bisnis perusahaan. Namun nasehat PENGGUGAT
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Rekonvensi | dan IFTERGUGAT Il dan Il tersebut tidak pernah diindahkan
oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT ;

3. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 sebelum gugatan a quo diajukan oleh
TERGUGAT  Rekonvensi/PENGGUGAT, TERGUGAT  Rekonvensi/
PENGGUGAT telah melakukan tindakan menutup kantor TERGUGAT I/
PT. Modular Alkesindo dengan cara menyegel pintu utama kantor
TERGUGAT | secara sepihak yang mengakibatkan lumpuhnya seluruh
aktifitas bisnis perusahaan TERGUGAT | dan mengakibatkan para
karyawan perusahaan TERGUGAT | tidak dapat menjalankan aktifitasnya
sampai dengan saat ini;

4. Bahwa disamping tindakan penyegelan kantor TERGUGAT |, TERGUGAT
Reoknvensi/PENGGUGAT juga menggelapkan asset-aset perusahaan
TERGUGAT | yang berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak
milik perusahaan TERGUGAT | yang berupa:

» Barang-barang bergerak, sebagai berikut :

a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B
1250 TZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT | No.BPKB
111355759;

b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver
metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : |-
01740137;

¢. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B
3539 TPF atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263021;

d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan
No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263025;

e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan
No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (isti TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;

f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan
No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : F8441551G;

g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol:
3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB :
K-00181465:

» Barang tidak bergerak berupa :

Kantor TERGUGAT | yakni tanah dan bangunan Ruko tiga lantai yang
terletak di Komplek Angsana Park Blok W JI. Angsana No.1, Rajawali,
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Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beserta dokumen
kepemilikan ruko yang berupa serifikat hak guna bangunan No. 286 atas
nama TERGUGAT |.

» Dokumen-dokumen tagihan atau piutang kepada rumah sakit sejak
TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menjabat sebagai direktur utama
sampai sekarang selama lima tahun mulai dari bulan Februari 2011 sampai
dengan saat ini;

5.Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima tahun
sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan perusahaan
setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan dengan audit dari kantor
akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan mengenai perkembangan
karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam akitifitas bisnis perusahaan, dan
tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT menyegel kantor TERGUGAT |
dan mengelapkan seluruh aset-aset perusahaan TERGUGAT | sebagaimana point
3 gugatan rekonvensi tersebut diatas adalah suatu bentuk perbuatan melawan
hukum  TERGUGAT  Rekonvensi/PENGGUGAT  terhadap PENGGUGAT
Rekonvensi ITERGUGAT I yang telah menimbulkan kerugian terhadap
PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT Il selaku pemegang saham 75% berupa
penghasilan dari perusahaan sekitar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
setiap bulannya selama 10 bulan yaitu Rp.5.000.000.000,-(ima miliard rupiah)
dengan berdasar pada penyataan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT kepada
PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT | yang menyatakan keuntungan PT.
Modular Alkesindo tahun 2012 telah mencapai Rp.4.000.000.000,-(empat milliard)

terhitung sejak bulan Februari 2016 sejak PENGGUGAT Rekonvensi |, Il dan
IWTERGUGAT LI dan IV meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT
Rekonvesi/PENGGUGAT;

6.Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang telah menggelapkan
seluruh aset-aset TERGUGAT | telah dilaporkan kepada Polisi oleh TERGUGAT V
dengan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No.
TBL.2260/V/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10 Mei 2016 dan Laporan Polisi
di Polres Metro Jakarta Selatan No. LP/800/K/\//2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal
18 Mei 2016 yang saat ini masih dalam tahap proses penyelidikan;

7.Bahwa tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah memenuhi unsur-
unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata :“Tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,
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mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian itu;

8.Bahwa TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah mencemarkan nama baik
PENGGUGAT Rekonvensi |, I dan IWTERGUGAT ILIl dan IV , yaitu dengan cara

menjelek-jelekan PENGGUGAT Rekonvensi |, Il dan I/ TERGUGAT Il dan IV
dan membangun opini seakan-akan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT telah
didzalimi oleh PENGGUGAT Rekonvensi |, Il dan Il kepada pihak ketiga

khususnya jaringan dokter dan rumah sakit , sehingga akibat perbuatan
sebagaimana point 2 sampai dengan 5 dalil gugatan Rekonvensi tersebut
diatas,kemudian PENGGUGAT Rekonvensi LILIWTERGUGAT I, Il dan N
mengalami kerugian materiel dan imateriel sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

Kerugian Materil yang berupa lumpuhnya aktifitas perusahaan TERGUGAT | yang
mana PENGGUGAT Rekonvensi | merupakan pemegang saham mayoritas telah
kehilangan pendapatan dari perusahaan yang dimulai sejak Februari hingga saat ini
sebesar uang Rp. 500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya, selama
sepuluh 10 bulan yaitu sebesar uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah);
Kerugian Immateriel :

Kerugian Imateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT yang
mengakibatkan rusaknya nama baik dan relasi bisnis PENGGUGAT Rekonvensi I
dan IWWTERGUGAT Il dan IV, beban mental yang sangat luar biasa yang
mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran PENGGUGAT Rekonvensi
ITERGUGAT Il yang telah bolak-balik dari jerman-Indonesia, PENGGUGAT
Rekonvensi INTERGUGAT IV yang berprofesi sebagai dokter dan PENGGUGAT
Rekonvensi IWWTERGUGAT Il yang seharusnya dipergunakan untuk aktifitas yang
lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a quo yang diajukan oleh
TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT senilai uang Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh
miliyard rupiah);

9. Bahwa oleh karena terbukti tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh
TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT semasa menjabat sebagai Direktur Utama
pada Perusahaan PT.Modular Alkesindo/ TERGUGAT | serta menguasai seluruh
aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo dengan cara-cara yang melawan
hukum, maka demi kepastian hukum dan demi keberlanjutan PT.Modular Alkesindo

PENGGUGAT Rekonvensi |, I, dan IWTERGUGAT I, Il dan IV memohon dilakukan
sita jaminan harta kekayaan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT sebagai
berikut :
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a. Rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang terletak
di JI. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6 Lenteng Agung,
Jagakarta Jakarta Selatan dan harta-harta milik TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT yang akan diketahui dikemudian hari;

b. Kendaraan Roda 4, Honda HRV plat Nomor B 291 RTA.

DALAM PROVISI

c.Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi LIl dan IINTERGUGAT 1, Il dan IV juga

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan untuk segera menjatuhkan putusan Provionil, sebagai berikut :

a. Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
membuka kantor perusahaaan PT.Modular Alkesindo yang telah disegel yang
terletak di Ruko Angsana Park Blok W JI, Angsana No.1 Rajawali Pejaten
Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan dokumen kepemilikan atas Ruko TERGUGAT | yang berupa
sertifikat hak guna bangunan No. 286 atas nama TERGUGAT |
Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo berupa

=

o

barang-barang bergerak, sebagai berikut :

1. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B
1250 TzZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT | No.BPKB
111355759;

2. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver
metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : |-
01740137;

3. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B
3539 TPF atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263021;

4. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan
No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263025;

5. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan
No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (isti TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;

6. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan
No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : F8441551G;
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7. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol:
3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB :
K-00181465;

d.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT untuk

mengembalikan seluruh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT.
Modular Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1
Februari 2016 dan dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa
terkecuali.

e.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk

mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular Alkesindo;
d.Bahwa untuk menjamin TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT mematuhi dan
melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka PENGGUGAT Rekonvensi
LI dan IWTERGUGAT Il dan IV , mohon kepada Majelis Hakim Yang
memeriksa Perkara untuk menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT Rekonvensi |1l dan Il
sebesar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan
melaksanakan isi putusan a quo.
e.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas
dan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa segala penetapan dan
putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij Vooraad).
Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT |, Il dan IV sampaikan, dengan
ini TERGUGAT 1, ll, dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat,
untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
01.Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT |, Il dan I untuk
seluruhnya;
02.Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat terima (niet ontvankelijk).
DALAM PROVISI
Dalam Konvensi
03..Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
04.Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT agar PARA TERGUGAT membayar

uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap
harinya.
Dalam Rekonvensi
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05.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
membuka kantor perusahaaan PT.Modular Alkesindo/TERGUGAT | yang
telah disegel terletak di Ruko Angsana Park Blok W JI, Angsana No.l

Rajawali Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

06.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan  dokumen  kepemilikan atas Ruko PT. Modular

Alkseindo/TERGUGAT | yang berupa sertifikat hak guna bangunan No. 286

atas nama TERGUGAT |

07.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan seluruh aset-aset perusahaan PT. Modular Alkesindo berupa
barang-barang bergerak, sebagai berikut :

a. Kendaraan roda empat merk Toyota Rush warna Siver Metalik No.Pol: B
1250 TzZD atas nama PT. Modular Alkesindo/TERGUGAT | No.BPKB
111355759;

b. Kendaraan roda empat Toyota Avanza No.Pol: B 1404 SOM, warna silver
metalik atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB : |-
01740137,

c. Kendaraan roda dua merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam, No.Pol: B
3539 TPF atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263021;

d. Kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan
No.Pol: B 3554 TPF, atas nama TERGUGAT | No.BPKB : J-02263025;

e. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2011 warna hijau dengan
No.Pol: B 3108 TLB, atas nama Octarita (isti TERGUGAT
Rekonvensi/PENGGUGAT) No.BPKB :J-4152291;

f. Kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam dengan
No.Pol: B 6583 TLB atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
No.BPKB : F8441551G;

g. Kendaraan roda dua merk Honda warna hitam abu-abu dengan No.Pol:
3152 TTQ atas nama TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT No.BPKB :
K-00181465;

08.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan selurunh dokumen-dokumen legalitas perusahaan PT. Modular

Alkesindo mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari

2016 dan seluruh dokumen transaksi keuangan tanpa terkecuali

09.Memerintahkan kepada TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT  untuk
mengembalikan seluruh inventarisasi kantor PT. Modular

Alkesindo/TERGUGAT |;
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DALAM POKOK PERKARA
01.Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
02.Menyatakan TERGUGAT I, lll, dan IV tidak terbukti melakukan Perbuatan

Melawan Hukum;

03.Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

04.Menyatakan RUPS LB yang diadakan oleh TERGUGAT |, Il dan V di
Restoran Paddzi, JI. Cilandak Raya No.101 Jakarta Selatan tertanggal 18
April 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;

05.Menyatakan segala hasil keputusan dalam RUPS LB tertanggal 18 April 2016
Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Perseroan, Pemegang
Saham, Direksi dan Komisaris serta pihak ketiga lainnya;

06.Menyatakan akta No0.9 tertanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TURUT
TERGUGAT Sah dan mengikat secara hukum

07.Menolak tuntutan untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun
Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT;

08.Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT baik
barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, tagihan atau piutang kepada
pihak ketiga, persediaan stock implants dan instrument per 14 April 2016,
Inventarisasi Kantor milik TERGUGAT |;

09.Menolak putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

01.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT Rekonvensi untuk

seluruhnya;

02.Menyatakan tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT selama lima
tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuangan
perusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan dengan
audit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporan
mengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugi dalam
aktifias bisnis perusahaan, tindakan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT
menyegel kantor TERGUGAT | dan mengelapkan seluruh aset-aset
perusahaan TERGUGAT | merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum
Pasal 1365 KUH Perdata;

03.Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar kerugian
yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi |, Il dan INTERGUGAT ILlll dan
IV yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel :
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Kerugian Materil yang berupa Ilumpuhnya aktifitas perusahaan
TERGUGAT | yang mana PENGGUGAT Rekonvensi | merupakan
pemegang saham mayoritas telah kehilangan pendapatan dari perusahaan
yang dimulai sejak Februari 2016 hingga bulan November sebesar uang
Rp. 500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya, selama sepuluh
10 bulan yaitu sebesar uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyard rupiah);
b. Kerugian Immateriel :

Kerugian  Imateriel akibat perbuatan TERGUGAT Rekonvensi/
PENGGUGAT yang mengakibatkan rusaknya nama baik dan relasi bisnis
PENGGUGAT Rekonvensi LIl dan WIWTERGUGAT Ll dan IV, beban
mental yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hilangnya tenaga,
waktu dan pikiran PENGGUGAT Rekonvensi ITERGUGAT Il yang telah
bolak-balik dari jerman-Indonesia, PENGGUGAT Rekonvensi
INTERGUGAT IV yang berprofesi sebagai dokter dan PENGGUGAT
Rekonvensi IWTERGUGAT Il yang seharusnya dipergunakan untuk
aktifitas yang lebih penting malah harus terkuras akibat adanya gugatan a
quo yang diajukan oleh TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT dengan
besarnya senilai uang Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliyard rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh
PENGGUGAT Rekonvensi |, II dan IWTERGUGAT I, Il dan IV terhadap
rumah dan bangunan milik TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT yang
terletak di Jl. Joe, Taman Melati Residence RT/RW :002/06 Blok A No.6
Lenteng Agung, Jagakarta Jakarta Selatan dan Kendaraan Roda 4, Honda
HRV plat Nomor B 291 RTA.

5. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada
PENGGUGAT Rekonvensi LIl dan IWTERGUGAT ILII dan IV apabila Para
Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

6. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun Kkasasi
(uitvoorbaar bij Vooraad).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Menghukum TERGUGAT RekonvensiiPENGGUGAT untuk membayar

seluruh biaya perkara ini;
Atau
Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex aequo et bono.
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2017 Nomor
423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI.
e Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk sebagian ;
DALAM POKOK PERKARA.
e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard) ;
DALAM REKONPENSI.
e Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam
konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
e Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.061.000,- (Dua Juta Enam
Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat
pada tanggal 3 Mei 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2017, Nomor
423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tersebut.

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada
tanggal 31 Mei 2017 kepada Tergugat |, pada tanggal 30 Mei 2017 kepada
Tergugat Il, Tergugat I, Tergugat IV , pada tanggal 6 Juli 2017 kepada
Tergugat V, pada tanggal 31 Mei 2017 kepada Turut Tergugat, telah
diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.

3. Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Juni
2017, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16
Juni 2017 dan telah diserahkan kepada Tergugat | pada tanggal 11 Juli 2017,
kepada Tergugat Il ,Tergugat lll, Tergugat IV pada tanggal 4 Juli 2017,
kepada Tergugat V pada tanggal 6 Juli 2017 dan kepada Turut Tergugat pada
tanggal 20 Juni 2017 ;
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4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017, kepada Tergugat
| pada tanggal 31 Mei 2017, kepada Tergugat Il ,Tergugat I, Tergugat IV
pada tanggal 30 Mei 2017, kepada Tergugat V pada tanggal 6 Juli 2017 dan
kepada Turut Tergugat pada tanggal 31 Mei 2017, telah diberi kesempatan

untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang,
maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan memori
banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, tanggal 20 April 2017, Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, pada intinya
sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

PERTIMBANGAN HUKUM DARI JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA YANG
MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN
PERSONA) ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DAN TIDAK
BENAR.

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dan menolak dengan tegas
pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 123
sampai dengan 125 Putusannya yang menyatakan Gugatan PEMBANDING
tidak dapat diterima dikarenakan PEMBANDING menggugat TERBANDING
IV akan tetapi TERBANDING IV tidak ada hubungan hukumnya dengan PT.
Modular Alkesindo sehingga tindakan PEMBANDING yang menarik
TERBANDING IV sebagai Pihak dalam perkara adalah salah pihak atau
Error In Persona.

2. Bahwa PEMBANDING menyatakan sangat keberatan dengan
Pertimbangan Hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama a quo. Adapun
dalil-dalil keberatan dari PEMBANDING adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Pertimbangan Hukum dari Judex Factie Tingkat Pertama sangat-
sangat dangkal dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan hukum.
Bahwa Judex Factie dengan mudahnya menyatakan gugatan
PEMBANDING kurang pihak karena TERBANDING [V tidak ada
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kaitannya dengan gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING tanpa
mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.Bahwa
dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan Saksi dari
PEMBANDING yang bernama Sadam Husein, pada tanggal 4 Maret
2016 TERBANDING IV datang kekantor dan menyampaikan
TERBANDING V diangkat selaku Direktur Keuangan. Saksi juga
menyampaikan yang memberhentikan PEMBANDING selaku Direktur
adalah TERBANDING V. Bahwa dengan demikian jelas peran dari
TERBANDING IV didalam PT. Modular Alkesindo. Bahwa secara
dokumen hukum dalam Akta Pendirian PT. Modular Alkesindo, benar
TERBANDING IV tidak ada namanya tercantum didalam Akta Pendirian.
Hal ini dikarenakan sejak awal PT. Modular didirikan antara
PEMBANDING dengan TERBANDING IV telah ada kesepakatan lisan
dimana TERBANDING IV meminta agar namanya tidak tercantum dalam
Akta Pendirian, sehingga akhirnya TERBANDING IV meminta nama
anaknya yaitu TERBANDING Il selaku Komisaris dan Pemegang Saham
sementara nama istrinya yaitu TERGUGAT Il selaku salah seorang
Direktur. TERBANDING adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga
tidak memungkinkan untuk membuat Perusahaan bersama-sama
dengan PEMBANDING.

b. Bahwa berdasarkan BUKTI BTP-1 TERBUKTI dengan jelas dan tegas
adanya pengakuan dari TERBANDING IV yang menyatakan selaku
PEMILIK dari PT. MODULAR ALKESINDO. Bahwa pada tanggal 30
Maret 2016, TERBANDING IV mengirimkan E-mail kepada UNITED
ORTHOPEDIC CORPORATION. Bahwa dalam email tersebut
TERBANDING IV menyampaikan kepada United Orthopedic Corporation
selaku Rekanan TERBANDING Ilbahwa TERBANDING IV adalah
PEMILIK dari PT. MODULAR ALKESINDO sementara PEMBANDING
hanyalah selaku Direktur yang diminta oleh TERBANDING IV untuk
menjalankan perseroan.

Berdasarkan bukti ini maka jelas PERTIMBANGAN HUKUM yang
dikemukakan oleh Judex Factie Tingkat Pertama TERBANTAHKAN
dengan sendirinya. Bahwa pemilik yang sebenarnya dari PT. Modular
Alkesindo adalah TERBANDING V. Bahwa TERBANDING Il selaku
anak dari TERBANDING IV hanya dipinam namanya didalam Akta
Pendirian PT. Modular Alkesindo. Demikian pula dengan TERBANDING
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Il yang merupakan istri dari TERBANDING IV hanya ditempatkan di PT.
Modular Alkesindo untuk mengawasi PEMBANDING.

c. Bahwa quod non (seandainya benar) TERBANDING IV tidak terkait
dengan permasalahan hukum gugatan yang diajukan oleh
PEMBANDING maka tidak seharusnya Majelis Hakim menyatakan
gugatan PEMBANDING tidak dapat diterima (Niet onvankelijke
verklaard). Hal ini dikarenakan PEMBANDING bukan hanya menggugat
TERBANDING IV saja. Bahwa gugatan PEMBANDING diajukan
terhadap TERBANDING |, TERBANDING I, TERBANDING I,
TERBANDING V dan TURUT TERBANDING.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Tingkat Pertama
dapat saja menyatakan TERBANDING IV tidak terbukti melakukan
Perbuatan Melawan Hukum namun PARA TERBANDING lainnya
dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik
TERBANDING I, TERBANDING Ill, dan TERBANDING V.
KEBERATAN KEDUA
PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK SEMPURNA atau
TIDAK LENGKAP PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOELDOENDE
GEMOTIEVERD)

3. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan
putusan dari Judex Factie Tingkat Pertama. Bahwa Pertimbangan Hukum
maupun putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak
sempurna pertimbangan hukumnya (onvoeldoende Gemoteiverd).

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa Judex Factie

Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan secara lengkap

bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING mulai dari bukti-bukti tertulis,

keterangan saksi dan Keterangan Ahili.

A. TERBANDING I, TERBANDING Il dan TERBANDING IV TELAH
MENYELENGGARAKAN RUPSLB YANG TIDAK SAH DAN
MELAWAN HUKUM (RUPSLB yang diselenggarakan oleh
PEMEGANG SAHAM HARUS MENDAPAT PENETAPAN DARI
PENGADILAN

1) Bahwa dipersidangan TERBUKTI berdasarkan Bukti P-14, P-16 dan P-
23, TERBANDING V mengatashamakan TERBANDING Il telah
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Modular
Alkesindo secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM.
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Bahwa dipersidangan TERBUKTI, TERBANDING V mengatasnamakan
TERBANDING II telah mengirimkan Surat Undangan RUPS
Tahunan/RUPSLB pada tanggal 4 Pebruari 2016. TERBANDING V
mengundang PEMBANDING selaku Direktur Utama dan Pemegang
25 % saham untuk menghadiri RUPS Tahunan/ RUPSLB yang
diselenggarakan pada tanggal 22 Pebruari 2016. Namun gagal
terlaksana.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, kembali TERBANDING V
mengundang PEMBANDING selaku Direktur Utama dan Pemegang 25
% saham untuk menghadiri RUPS Tahunan/ RUPSLB PT. Modular
Alkesindo. TERBANDING V mengundang PEMBANDING selaku
Direktur Utama dan Pemegang 25 % saham untuk menghadiri RUPS
Tahunan/ RUPSLB yang diselenggarakan pada hari SENIN tanggal 18
April 2016.

2) Bahwa kedua UNDANGAN RUPSLB yang dibuat oleh TERBANDING
V adalah mengatasnamakan Kuasa Komisaris dan Pemegang 75 %
Saham PT. Modular Alkesindo. Padahal jabatan Komisaris juga telah
berakhir pada tanggal 1 Pebruari 2016. Bahwa artinya RUPSLB yang
diselenggarakan baik oleh PEMBANDING maupun TERBANDING V
adalah diselenggarakan oleh Organ perseroan yang telah habis
jabatannya. Bahwa PEMBANDING selaku Direktur Utama dan
TERBANDING Il selaku Komisaris telah berakhir jabatannya pada
tanggal 1 Pebruari 2016.

3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka JELAS RUPSLB
yang diselenggarakan oleh TERBANDING V yang mengatasnamakan
Komisaris dan Pemegang 75 % saham PT. MODULAR ALKESINDO
adalah cacat dan TIDAK SAH. Bahwa RUPSLB tersebut telah
diselenggarakan secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding
Para Terbanding semula Para Tergugat tidak pernah mengajukan kontra memori

banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca
dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara , salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20 April 2017, Nomor
423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel,  memori banding, dan surat-surat lainnya yang
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berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua
alasan yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat dan
jawaban-jawaban dari Para Terbanding semula Para Tergugat, telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama
karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang

menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama  dianggap tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan —
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan
putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 20 April 2017 Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan
dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-

ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April
2017, Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding
tersebut.

- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya
perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 99 dari 100 halaman Put. N0.467/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan = dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : SELASA, 3 OKTOBER 2017, oleh
kami ESTER SIREGAR.SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
selaku Hakim Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM,M.SH.MH dan SRI
ANGGARWATI,SH.MHum, Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim
Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 467/Pen/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding
dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Oktober 2017, dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : F. ADRIANA
PARAPAT,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

HANIZAH IBRAHIM,SH.M.H ESTER SIREGAR.SH.MH

SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum
PANITERA PENGGANTI

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Pemberkasan Rp. 139.000,-
Jumlah Rp 150.000,-

Halaman 100 dari 100 halaman Put. No.467/ Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100



